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KATA PENGANTAR 

 

Buku ini berisi penerapan akuntabilitas kinerja pada ins-

tansi pemerintah dalam persepektif sistem penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Dengan kerangka pendekatan sistem pe-

nyelenggaraan pemerintahan, akan memudahkan pemahaman, 

bagaimana akuntabilitas kinerja direncanakan dalam jangka 

panjang, menengah dan pendek dalam perencanaan pemba-

ngunan daerah serta diimplementasikan dalam penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan 

serta pengawasannya, di instansi pemerintah daerah. Penera-

pan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah akan mengintegrasikan seluruh ketentuan yang menga-

turnya dalam satu mekanisme sistem perencanaan, pengorga-

nisasian, pelaksanaan dan pengawasan (POAC). 

Ada 3 (tiga) pertimbangan yang mendasari penulisan 

buku ini: 

1. Adanya berbagai ketentuan yang mengatur tentang per-

tanggungjawaban kinerja dan anggaran yang dikeluarkan 

pemerintah pusat, yang bersumber dari data yang sama 

yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap ins-

tansi pemerintah daerah. Dokumen tersebut menggam-

barkan rencana program dan kegiatan yang wajib dilaku-

kan setiap pemerintah daerah berdasarkan urusan kewe-

nangannya. Laporan Pertanggungjawaban kinerja terse-

but adalah Laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerin-

tah (LAKIP), Laporan Pertanggungjawaban Penyelengga-

raan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawabab (LKPJ) dan Ringkasan Pertanggu-

nggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(EPP); 

2. Adanya perbedaan persepsi dari beberapa peran yang 

memepengaruhi pelaporan kinerja di daerah, yaitu bagian 

organisasi dan tata pemerintahan di Sekretaris Daerah 

selaku koordinator pelaporan akuntabilitas kinerja, Badan 

Perencana Pembangunan Daerah selaku penyusun doku-
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men perencanaan pembangunan dan Aparat Pengawa-

san Internal Pemerintah (APIP) selaku evaluator Laporan 

akuntabilitas kinerja. 

3. Belum bersinerginya manajemen kinerja daerah dengan 

manajemen pengelolaan keuangannya daerah,karena pe-

merintah daerah masih berorientasi pada penyerapan 

anggaran dibanding hasil yang diharapkan. 

 

Keunikan buku ini adalah pertama membahas  integrasi 

dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah 

dalam perspektif planning, organizing, actuating dan controlling; 

Kedua: integrasi dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dalam perspektif perencanaan pembangu-

nan daerah; Ketiga Integrasi dan penerapan sistem akuntabili-

tas instansi pemerintah dalam perspektif sistem penganggaran 

daerah; Keempat: Integrasi dan penerapan sistem akuntabiltas 

instansi pemerintah dalam perspektif perbendaharaan daerah; 

Kelima: Integrasi dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja  

instansi pemerintah dalam perspektif pengukuran dan pelapo-

ran kinerja pemerintah daerah; Keenam Integrasi dan penera-

pan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam 

perspektif evaluasi kinerja pemerintah daerah 

Buku ini ditulis untuk menambah pencerahan bagi Peja-

bat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran. 

Pengguna Anggaran, Penyusun Perencanaan dan Program di 

perangkat daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Ucapan terimakasih kepada banyak pihak yang terlibat 

sejak pengembangan ide sampai dengan penerbitannya. Pe-

ngembangan ide penulisan diinspirasi dari para partner kerja 

yaitu penyelenggara pendidikan dan latihan teknis di lingku-

ngan pemerintah daerah Jawa Timur, yang selalu mengundang 

sebagai fasilitator penerapan SAKIP di daerah dan berkonsul-

tasi untuk meningkatkan rangking SAKIP dari Kementerian 

Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut-

nya kepada istri tercinta Lusia Tivianie, SH, MH yang selalu 

menemani dan mendukung penulisan buku ini, anak-anak ter-
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kasih: B. Ayuning Tyas Ajeng Satiti, SPsi, JB. Dimas Bagaskara 

ST, serta L. Dinda Puspa Larasati yang senantiasa menjadi ins-

pirasi ide dalam penulisan buku ini.  
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BAB I  
SISTEM AKUNTABILITAS  

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

 

 

A. Pendekatan Akuntabilitas Sebagai Sistem 

Akuntabilitas adalah nilai fundamental dalam penyeleng-

garaan pemerintahan dengan sistem demokrasi saat ini. Akun-

tabilitas dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui 

tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah 

dengan mengatasnamakan rakyat. Akuntabilitas merupakan 

sarana untuk memberikan saran korektif oleh warga negara, 

ketika pemerintah bertindak secara tidak adil, menyalahi aturan 

bahkan mungkin dengan cara tidak bermoral dalam menjalan-

kan kewenangannya.  

Kemampuan untuk menjawab atas seluruh tindakan yang 

mengatasnamakan warga negara oleh penyelenggara negara 

adalah reaksi yang ditunggu oleh warga negara. Akuntabilitas 

didefinisikan sebagai kemampuan memberi jawaban kepada 

otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok 

orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syah-

rudin Rasul, 2003). Dalam tulisan yang lain, Starling (2008: 

169) menjelaskan bahwa persamaan kata yang tepat untuk 

akuntabilitas adalah kemenjawaban (answerability). Konsep ini 

menegaskan bahwa organisasi pada sektor publik dituntut un-

tuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepen-

tingan dengan organisasi tersebut karena akuntabilitas adalah 

inti dari proses mendeteksi dan mengoreksi kesalahan (Anwar 

Shah). 

Relevansi informasi kinerja sebagai pertanggungjawaban 

pemerintah adalah penjelasan tentang apa yang telah, sedang 

dan akan dilakukan pada penyelenggaraan pemerintahan, de-

ngan disertai data yang akurat. Penjelasan tersebut akan men-

jadi komunikasi informasi kinerja yang formal dan interaktif yang 
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akan menghasilkan kebiasaan, kemudian akan menjadi praktik 

terbaik yang dipertahankan secara terus menerus dan konsis-

ten. Kebiasaan kemenjawaban tentang informasi kinerja secara 

formal pada penyelenggaraan negara dilakukan mulai tahapan 

perencanaan, penggorganisasian, pelaksanaan dan pengawa-

san adaalh bentuk sistem akuntabilitas. Sistem dapat didefinisi-

kan sebagai sekumpulan komponen yang saling bergantung 

yang koheren yang ada untuk beberapa tujuan, memiliki bebe-

rapa stabilitas, dan dapat dilihat secara berguna secara kese-

luruhan. (Beynon dan Davies, 2004). Sistem akuntabilitas meru-

pakan mekanisme penyampaian informasi kinerja pemerintah 

kepada para pemangku kepentingan mulai tahapan perencana-

an kinerja sampai dengan penyampain informasi dan pengawa-

sannya kepada para pihak dalam tata kelola penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Pendekatan sistem dalam akuntabilitas mengenalisir 

komponen komponen akuntabilitas dalam suatu tahapan yang 

saling bergantung, sehingga dapat dijadikan acuan bagi setiap 

penyelnggara Negara menyampaikan informasi dengan baik. 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut pera-

turan presiden no 29 tahun 2014 tentang SAKIP, menjelaskan 

sebagai rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan penguku-

ran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka per-

tanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Dari definisi tersebut memberikan gambaran bahwa untuk 

memberikan informasi kinerja bukanlah informasi yang mudah 

dimanipulasi karena harus melalui tahapan tahapan prosedur 

yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan pendekatan sistem dalam pelaksanaan akun-

tabilitas memeiliki karakteristik: 

1. Menghubungkan secara komprehensif tahapan manaje-

men kinerja sebagai sistem terbuka, yaitu setiap tahapan 

memiliki korelasi yang saling bergantung dan scara terus 

menerus saling memberikan umpan balik. 
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2. Setiap kegiatan pemerintah direncanakan dengan baik 

dan memberikan penjelasan tentang upaya (effort) dan 

hasil (result) yang diharapkan 

3. Memberikan kerangka logis (logical framework) diantara 

beberapa perecanaan yang ada, yaitu perencaan indivi-

du, unit organisasi, organisasi dan perencanaan pemerin-

tah daerah.  

4. Setiap tahapan pelaksanaan akuntabilitas mempunyai 

hubungan hirarki organisasi, yang menggambarkan kewe-

nangan dan tanggung jawab upaya dan hasil yang diren-

canakan. 

5. Setiap hasil penyelenggaraan pemerintahan yang disam-

paikan kepada warga Negara disepakati dan memiliki 

ukuran yang jelas. 

6. Setiap pelaksanaan dipertanggungjawabkan, divalidasi, 

dievaluasi oleh pihak pihak yang kompeten untuk mem-

berikan kredibilitas relevansi dan kompetensi informasi.  

 

B. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sebagai Output Sistem 

Akuntabilitas Kinerja  

Output dari sistem akuntabilitas kinerja adalah informasi 

kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. 

Laporan kinerja merupakan penyampaian hasil kerja atas seti-

ap belanja yang dikeluarkan baik berupa barang atau jasa yang 

dihasilkan. Pasal 2 Perpres no 29 tahun 2014 menyatakan 

penyelenggaran SAKIP dilaksanakan untuk menyusun Laporan 

Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah. 

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing 

OPD merupakan input atau menjadi dasar penyusunan perjan-

jian kinerja. DPA menjadi perjanjian kinerja yang dlaksanakan 

oleh penangungjawab anggaran, kemudian ditatausahakan, 

dipertanggungjawabkan dan diakhiri dengan pelaporan. Proses 

pelaporan merupakan tahapan akhir yang mengahasilkan dua 

jenis laporan yaitu: 
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1. Laporan keuangan: proses pelaporan keuangan dengan 

menggunakan Sistem Akuntansi Daerah dengan mengha-

silkan 7 jenis laporan keuangan yaitu: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Arus Kas; 

c. Laporan Siasa Anggaran Lebih; 

d. Laporan Operasional; 

e. Neraca; 

f. Laporan Perubahan Ekiutas, dan; 

g. Catatan atas Laporan keuangan. 

 

2. Laporan AKuntabilitas Kinerja 

Seperti halnya laporan keuangan, laporan kinerja menjadi 

satu kesatuan integral sebagai pelaporan pertanggungjawaban 

kepada pemberi amanah, dengan demikian pelaporan kinerja 

yang baik juga wajib memenuhi karakteristik kualitatif (Nikoli & 

Bazzley, 2003) sebagi berikut: 

1) Batasan utama penyampaian informasi kinerja adalah 

mempertimbangkan biaya dan manfaatnya; 

2) Kualitas informasi bagi pengguna secara spesifik ada-

lah mudah dipahami dan tidak bias; 

3) Informasi kinerja secara umum memiliki kualifikasi da-

pat digunakan sebagai pengambilan keputusan; 

4) Untuk dapat bermanfaat dalam pengambilan keputu-

san maka informasi kinerja relevan yaitu: 

a. Memiliki nilai yang dapat diprediksi; 

b. Dapat memberikan nilai umpan balik; 

c. Disampaikan tepat waktu. 

5) Memiliki realibilitas atau kehandalan; 

a. Dapat divalidasi / diverfikasi/diuji kehandalannya; 

b. Merepresentasikan keaslian atau kejujuran informa-

si atau bebas dari manipulasi; 

c. Bersifat Netral. 

6) Informasi Kinerja dapat diperbandingkan dengan enti-

tas lain atau diperbandingkan dengan kinerja tahun 

sebelumnya; 
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7) Penyampaian setiap informasi kinerja secara material 

memiliki dampak signifikan terhadap keseluruhan 

kinerja organisasi. 

 

Laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk mendapat 

predikat penilaian yang baik dari otoritas yang melakukan eva-

luasi kinerja. Beberapa prinsip penyampaian informasi akunta-

bilitas kinerja yaitu: 

1. Setiap kinerja yang dilaporkan harus didasarkan pada visi 

atau rencana strategis dan target kinerja jangka panjang 

disertai dengan pengungkapan upaya-upaya untuk men-

capai hasil yang diharapkan. 

2. Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran pencapaian 

hasil sangat membantu dalam memahami kinerja pada 

setiap bidang yang menjadi target pemerintah. 

3. Laporan kinerja harus dapat dipercaya, sehingga memer-

lukan konsistensi pengungkapan dan reviu datau validasi.  

4. Informasi yang diberikan harus penting bagi pimpinan 

puncak walupun faktanyanya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

5. Memberikan manfaat bagi penerima informasi, pada 

umumnya informasi kinerja yang ditargetkan ke beberapa 

entitas sebagai informasi yang paling diminati seperti 

untuk landasan pengemabilan kebijakan. 

6. Laporan kinerja dapat mendukung pembuatan analisa 

data yang kuat yang tidak hanya menyajikan analisa tren 

data, tetapi juga menyediakan analisis penyebab dan 

mencari solusi terhadap permasalahan kinerja. 

7. Hindari berasumsi bahwa calon penerima informasi kiner-

ja akan memahami presentasi data yang paling sederha-

na sekalipun, penyajian pelaporan kinerja harus terus 

bekerja ekstra untuk memastikan bahwa data dapat dime-

ngerti oleh pengguna. 

8. Pengelolaan kinerja jauh lebih penting disbanding hanya 

sekedar mengukur kinerja, penyampaian pengelolaan 

kinerja dalam laporan kinerja adalah hal hala yang sangat 
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baik untuk disampiakan sebagai pengungkapan strategi 

pemecahan masalah yang dilakukan secara terus mene-

rus oleh pemerintah. 

9. Menempatkan pemangku kepentingan harus menjadi 

bagian dari setiap tahapan proses pengelolaan kinerja  

 

C. Kebutuhan Akuntabilitas dalam Mejalankan Fungsi 

Desentralisasi pada Pemerintah Daerah  

Hulme dan Turner (1997:152) menyatakan bahwa desen-

tralisasi di dalam negara menyangkut pengalihan kewenangan 

pelayanan publik dari institusi pemerintah pusat kepada institusi 

lainnya untuk lebih mendekatkan kepada kelompok sasaran 

pelayanan. 

Desentralisasi lebih menekankan pada aspek keleluasaan 

otoritas di level bawah untuk mengelola dan menjalankan 

pemerintahan-nya secara mandiri tanpa campur tangan yang 

mendalam dari lembaga Pemerintah yang berada di level atas. 

Keleluasaan pengelolaan tersebut acapkali diistilahkan inde-

pendence of localities. Melalui hal ini desentralisasi diharapkan 

mampu untuk mendorong pewujudan stabilitas politik, efektivi-

tas pelayanan publik, mengurangi angka kemiskinan dan men-

ciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. 

Dalam praktik, studi empiris menyatakan desentralisasi 

kewenangan tersebut acap kali linear dengan tumbuhnya prak-

tik korupsi. Riset Wu (2005) menemukan bahwa penerapan 

kebijakan fiskal membuka kesempatan bagi kepala daerah 

untuk melakukan praktik korupsi di daerahnya. Kesempatan un-

tuk korupsi muncul akibat pelimpahan kekuasaan yang semakin 

luas pada pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan belanja 

di daerahnya (Wu 2005; Lambsdorff 2005). Dengan kekuasaan 

yang dimilikinya, pelaku kecurangan dapat dengan mudah 

mempengaruhi dan memaksa orang lain untuk mengabaikan 

pengendalian internal organisasi dan melakukan kecurangan 

(Schermerhorn et al., 2010; Dorminey et al., 2012; Dellaportas 

2013). Desentralisasi fiskal membuat serapan anggaran daerah 

cenderung lebih banyak digunakan untuk mendanai pengelua-
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ran belanja pegawai daripada untuk kegiatan pembangunan 

daerah dan/atau kegiatan pelayanan publik (Chang dan Geo-

ffrey 2002; Sjahrir et al., 2013). 

Hubungan linear antara pemberian kewenangan dengan 

korupsi memaksa pemerintah membuat sarana pemantauan 

yang lebih efektif dengan membangun sistem akuntablitas. 

Pandangan para pakar organisasi dan administrasi, sebagai-

mana ditulis Simon (1957), ketika suatu pekerjaan didelegasi-

kan kepada orang lain, maka orang yang mendelegasikan pe-

kerjaan itu akan kehilangan sejumlah kontrol atas pekerjaan 

tersebut. Sebaliknya orang yang menerima pendelegasian 

pekerjaan itu harus menjalankan pekerjaan itu dengan penuh 

tanggungjawab dan dapat mempertanggung jawabkannya 

(accountable). Tuntutan akuntabilitas itu sendiri sebenarnya 

sudah muncul pada tulisan Wilson, The Study of administration 

tahun 1887. Disamping itu akuntabilitas merupakan bentuk im-

plementasi jaminan integritas dan meningkatkan efesiensi dalam 

manajemen kinerja penyelenggaraan pemerintahan (Anwar 

Shah). Kebutuhan akuntabilitas diyakini mampu menekan prak-

tik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik, 

dan dapat memberikan penjelasan sebarapa jauh dayaguna 

sumberdaya yang dimiliki daerah dapat menghasilkan barang 

atau jasa publik, Pada akhirnya kebutuhan akuntabilitas untuk 

menjelaskan sejauhmana desentralisasi kewenagan dapat dija-

lankan dengan baik oleh pemerintah daerah dalam mendukung 

agenda dan tujuan pemerintah pusat.  

Dalam praktik penyelenggaran pemerintahan RI, Konsep 

Desentralisasi di Indonesia menurut UU no 23 tahun 2014 ten-

tang pemerintah daerah merupakan penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi ini mem-

bagi secara jelas urusan Pemerintahan yaitu kekuasaan peme-

rintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksana-

annya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberda-
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yakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerinta-

han dalam 3 klasifikasi yaitu: 

1. Urusan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepe-

nuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: 

a. Pertahanan; 

b. Keamanan; 

c. Agama; 

d. Yustisi; 

e. Politik Luar Negeri; 

f. Moneter dan Fiskal. 

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Peme-

rintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Dae-

rah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, yaitu: 

a. Urusan Wajib, dibagi dalam dua klasifikasi: 

i. Pelayanan Dasar, meliputi: mencakup: pendidikan; 

kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; 

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; keten-

traman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 

dan sosial; 

ii. Pelayanan Non Dasar, meliputi: tenaga kerja; pem-

berdayaan perempuan dan perlindungan anak; pa-

ngan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan 

masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan 

informatika; koperasi, usaha kecil. 

b. Urusan Pilihan, meliputi 

i. Kelautan dan perikanan; 

ii. Pariwisata; 

iii. Pertanian; 

iv. Energi dan Sumberdaya Mineral; 

v. Perdagangan; 

vi. Transmigrasi. 

3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerinta-

han yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala 

pemerintahan. 
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Dalam pelaksanaan fungsi desentralisasi khususnya uru-

san konkuren pemerintah daerah memiliki hak diskresi menga-

tur secara otonom, sehingga dalam tahapan perencanaan dan 

pelaksanaannya pemerintah daerah memiliki diskresi kebijakan 

terutama dalam menetapkan skala prioritas dan alokasi sum-

berdaya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

daerah.  

Kebutuhan Akuntabilitas Kinerja dalam pelaksanaan de-

sentralisasi dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah, 

yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksana-

an Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pema-

ngku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi se-

cara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetap-

kan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun 

secara periodic. Amanat pemangku kepentingan tersebut 

merupakan pelaksanaan urusan konkuren yang wajib me-

miliki sasaran dan ukuran-ukuran hasil yang jelas. 

Untuk memenuhi ketentuan perpres 29 tahun 2014 terse-

but, pendekatan sistem akuntabiltas yang dianut adalah mera-

ngkai berbagai elemen wajib dalam suatu rangkaian sistematik 

dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, peng-

klasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rang-

ka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pe-

merintah. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah yang 

memperoleh amanat wajib membuat dan melakukan aktivitas 

sebagai berikut: 

a. Rencana Strategi: adalah dokumen perencanaan kemen-

terian untuk periode lima tahun; 

b. Perjanjian Kinerja adalah adalah lembar/dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah un-

tuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan 

Indikator Kinerja; 
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c. Pengukuran Kinerja; 

d. Pengelolaan Data Kinerja; 

e. Pelaporan kinerja adalah adalah dokumen yang berisi 

perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara 

sistematik dan melembaga; 

f. Reviu dan evaluasi kinerja. 
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BAB II 
INTEGRASI SAKIP DALAM SISTEM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

 

 

A. Fungsi-fungsi Manajemen dalam Penyelenggaraan 

SAKIP 

Istilah SAKIP dinyatakan secara eksplisit pada Peraturan 

Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, sementara itu pada Peraturan 

Pemerintah No 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa 

capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dihasilkan dari 

sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Pada Ketentuan lain akuntabilitas disam-

paikan sebagai prinsip dan asas. Pada undang undang no 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan asas-asas 

keuangan Negara adalah Akuntabilitas berorientasi hasil. UU 

no 23 tahun 2014 tentang Pemerontah Daerah mengamanat-

kan salah satu asas penyelenggaraan keuangan daerah adalag 

akuntabilitas, “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentu-

kan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penye-

lenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda-

ngan, sementara “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini 

adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pe-

merintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, 

besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penye-

lenggaraan suatu Urusan Pemerintah. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 

dasarnya adalah apa yang secara umum sering disebut dengan 

penilaian prestasi kerja. Pengertian SAKIP sama halnya mana-

jemen kinerja dimulai sejak tahap perencanaan prestasi dengan 
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menetapkan apa atau yang bagaimana yang harus dicapai, dan 

kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk dicapainya, dan 

akhirnya evaluasi prestasi itu sendiri. Sistem manajemen kiner-

ja sendiri memiliki beberapa fokus yang dapat dinilai, yaitu peni-

laian yang berfokus pada individu, penilaian yang berfokus pada 

proses melakukan pekerjaan, dan penilaian yang berfokus pada 

hasil. Pengertian Manajemen Kinerja menurut Dessler (2003: 

322), Manajemen Kinerja adalah Proses mengonsolidasikan 

penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke 

dalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memasti-

kan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. 

Pengertian Manajamen Kinerja menurut Kreitner dan Angelo 

Kinicki (2014:246), Manajemen Kinerja (performance manage-

ment) adalah sistem perusahaan di mana manajer menginte-

grasikan aktivitas penentuan tujuan, pengawasan dan evaluasi, 

penyediaan umpan balik dan pelatihan, dan penghargaan kar-

yawan secara kontinu. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, integrasi SAKIP 

berbagai ketentuan memerlukan instrumen kerangka teori agar 

dapat dijadikan patokan integrasi tanpa menhilangkan substan-

si yang diamanatkan. Konsep fungsi manajemen digunakan 

sebagai dasar integrasi karena pada dasarnya SAKIP merupa-

kan siklus fungsi manajemen kinerja. George R. Terry,1958 

dalam bukunya Principles of Management membagi empat 

fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Orga-

nizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Con-

trolling (Pengawasan). 4 fungsi manajemen tersebut merupa-

kan sistem terbuka (open loop sistem) yaitu suatu siklus yang 

berkesinambungan. Perencanaan merupakan landasan bagi 

manajemen untuk membagi peran dalam pelaksanaan dalam 

betuk struktur organiasi, dan dilaksanakan melalui suatu proses 

standar pelaksanaan dan hasilnya diawasi apakah telah sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan di awal. Gap antara 

perencanaan dan pelaksanaan akan dijadikan bahan evaluasi 

untuk masukan pada perencanaan berikutnya. Adapun siklus 

POAC dapat digambarkan  sebagai berikut: 



Antonius Kustoro Yuni Dewanto, SE, MA, Ak, CRMP | 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Manajemen  

 

Ruang lingkup SAKIP yang diatur Peraturan presiden no 

29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah pada pasal 5 menyatakan penyelengaraan SAKIP 

meliputi: 

1. Rencana Strategis; 

2. Perjanjian Kinerja; 

3. Pengukuran Kinerja; 

4. Pengelolaan Data Kinerja; 

5. Pelaporan Kinerja; dan 

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja. 

 

Sinkronisasi 6 tahapan SAKIP dalam fungsi manajemen 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan SAKIP yang berkaitan dengan fungsi Planning 

terdiri dari Rencana Strategis dan perjanjian Kinerja Ren-

cana strategis merupakan rencana jangka menengah atau 

5 tahunan yang diimplemtasikan dalam rencana tahunan 

berdasarkan anggaran yang disediakan (DPA); 

2. Tahapan SAKIP yang berkaitan dengan Fungsi organi-

zing tidak diuraikan; 

3. Tahapan SAKIP yang berkaitan dengan actuating:adalah 

Pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja dan pela-

poran Kinerja; 

4. Tahapan SAKIP yang berkaitan dengan fungsi-fungsi 

Controlling: reviu dan evaluasi kinerja adalah betuk pe-

Planning 

Organizing 

actuating 

Controlling 
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ngawasan kinerja dengan mengevaluasi sebab-sebab 

terjadinya gap kinerja dan mencarikan solusi perbaikan. 

Saran atas perbaikan kinerja tersebut akan menjadi um-

pan balik dalam penyusunan perjanjian kinerja berikut-

nya. 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Integrasi SAKIP dalam Fungsi Manajemen 

 

B. Integrasi Fungsi Perencanaan SAKIP dalam Sistem 

Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

keuangan negara, pengungkapan informasi tentang Kinerja 

adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran 

pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara 

jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outco-

mes) dari setiap program. Sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah seharusnya dikembangkan secara terintegrasi de-

ngan sistem perencanaan dan sistem penganggaran. Integrasi 

SAKIP menurut perpres 29 tahun 2004 dengan sistem Peren-

canaan dan Penganggaran Pemerintah daerah akan saling me-

lengkapi untuk memperoleh pemahaman proses perencanaan 

dan penganggaran kinerja dalam SAKIP secara lengkap. 

RENCANA STRATEGIS 

PERJANJIAN KINERJA 

ORGANIZING 

Tidak diuraikan 

ACTUATING 

Pengelolaan data Kinerja, 

PENGUKURAN 

DANPELAPORAN KINERJA 

CONTROLLING 

REVIU DAN EVALUASI 

KINERJA 

Planning 
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Terdapat 2 jenis perencanaan dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah, yaitu perencanaan pembangunan daerah 

dan Anggaran daerah. Perencanaan Pembangunan, yaitu sua-

tu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui 

urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku ke-

pentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Anggraan 

Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan dae-

rah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dae-

rah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Perencanaan pembangunan dibagi dalam kerangka wak-

tu dan entitas yang membuatnya, ada 5 jenis perencanaan 

pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen peren-

canaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ter-

hitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan Kepala Daerah. 

c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selan-

jutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perenca-

naan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

d. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perio-

de 5 (lima) tahun. 

e. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memu-

at program dan kegiatan yang diperlukan untuk men-

capai sasaran pembangunan. 

 

Proses penyusunan APBD melalui tahapan Perencanaan 

Keuangan, yang secara sistematis wajib dilakukan oleh pme-
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rintah daerah sebelum disahkannya APBD menjadi Pearturan 

Daerah, dokumen yang wajib disusun tersebut adalah: 

a. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selan-

jutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program seba-

gai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan ang-

garan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

c. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan APBD. 

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang se-

lanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 

OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 

pengguna anggaran. 

 

Fungsi perencanaan dalam penyelenggaran SAKIP terdiri 

dari Renstra dan perjanjian kinerja sesuai Perpres 29 tahun 

2014 tentang SAKIP belum mengintegrasikan dengan perenca-

naan penganggaran daerah sehingga perlu sinkronisasi proses 

Renstra menjadi perjanjian kinerja dalam skema perencanaan 

dan penganggaran daerah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Integrasi Fungsi Perencanaan SAKIP  

dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah 

 

Tampak dalam gambar fungsi perencanaan dalam penye-

lenggaraan SAKIP meniadakan proses penganggaran, Renstra 

langsung digunakan sebagai dasar penysuuanan perjanjian ki-

nerja tanpa diuraikan lebih lanjut bagaimana proses pengang-

garan kinerjanya. Dalam praktik penyelenggaraan pemerinta-

han DPRD memiliki fungsi penganggaran sebelum digunakan 

sebagai dasar penetapan perjanjian kinerja. Menurut ketentuan 

permendagri 86 tahun 2016 sebelum proses penyusunan 

APBD Provinsi/Kabupaten/Kota terlebih dahulu ditetapkan: 

1. Perda tentang RKPD; 

2. Perkada tentang Rencana Kerja OPD; 

3. Kesepakatan Kepala DPRD dengan Kepala Daerah beru-

pa KUA/PPAS; 

4. Perda APBD sebagai produk akhir yang menjadai dasar 

pelaksanaan Program dan kegiatan selain mendapat per-
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setujuan DPRD juga wajib dievaluasi oleh Gubernur. Se-

mentara untuk provinsi wajib dievaluasi Kementerian 

Dalam Negeri.  

 

Dampak dari tidak diuraikan lebih lanjut pada SAKIP, ma-

ka jika terdapat ketidaksesuaian antara Renstra OPD de-ngan 

Perjanjian Kinerja menjadi tanggung jawab Organisasi Pemerin-

tah Daerah. Risiko perbedaan antara Renstra dengan Perjanji-

an Kinerja kemungkinan terjadi, akibat koreksi oleh DPRD, 

Pemerintah Provinsi atau Kementrian Dalam Negeri. Dengan 

pemahaman sinkronisasi dengan fungsi perencanaan SAKIP 

dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah tang-

gungjawab entitas pelaporan kinerja hanya dapat dilakuan pada 

dokumen Pelaksanaan Anggaran saja. 

  

C. Integrasi Fungsi Pengorganisasian dan Pelaksanaan 

SAKIP dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan  

 Fokus pertama pengorganisasian adalah menentukan 

aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam 

organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat diselaraskan 

atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai 

tujuan organisasi (Certo, 1997). Tujuan Pengorganisasian ki-

nerja dalam SAKIP adalah melakukan penilaian kinerja organi-

sasi dan atau individu, maka focus utamanya berkaitan dengan 

pengelolaan data kinerja yang digunakan untuk penilaian kiner-

ja, yaitu siapa saja yang bertanggungjawab dan bagaimana 

tahapan data kinerja dikelola. Ada dua jenis data kinerja yang 

dikelola yaitu data kinerja yang langsung berhubungan dengan 

pengelolaan keuangan yaitu data kinerja keluaran dan data 

kinerja yang tidak secara langsung berhubungan dengan pe-

ngelolaan keuangan atau dapat disebut data kinerja non kelua-

ran. 

Pelaksanaan Kinerja SAKIP adalah bagaimana kinerja 

diukur dan dilaporkan Pengukuran kinerja ialah proses evaluasi 

kemajuan pekerjaan pada pencapaian tujuan dan target yang 

sudah diputuskan, meliputi informasi mengenai ketepatan pe-
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makaian sumber daya dan penghasilan mutu barang/jasa, serta 

kesetaraan antara kinerja dengan sasaran juga keefektifan tin-

dakan dalam menggapai tujuan (Mahmudi 2010). Hasil pengu-

kuran dievaluasi secara periodic, dianalisa dan dicarikan solusi 

perbaikan oleh para pemilik kinerja dalam bentuk laporan kiner-

ja. Laporan kinerja mengungkapkan antara target dan realiasi, 

tren realisasi kinerja dan perbandingan dengan organisasi seje-

nis atau standar best practice yang disepakati bersama. 

 

1. Integrasi Data Kinerja Keluaran dalam Sistem Perben-

daharaan Daerah  

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah itu meliputi 

didalamnya tiga kekuasaan pengelolaan keuangan negara, yai-

tu kekuasaan otorisasi (kekuasaan untuk mengambil tindakan 

atau keputusan yang dapat mengakibatkan kekayaan negara 

menjadi bertambah atau berkurang) yang dibedakan atas ke-

kuasaan otorisasi umum (berupa peraturan perundang-unda-

ngan) dan otorisasi khusus (menetapkan keputusan yang me-

ngikat orang ataupihak tertentu yang bersifat umum). Kedua 

kekuasaan ordonansi (kekuasaan untuk menerima, meneliti, 

mengguji keabsahan dan menertibkan surat perintah menagih 

atau membayar tagihan yang membebani anggaran penerima-

an dan pengeluaran negara sebagai akibat tindakan otorisator). 

Ketiga kekuasaan kebendaharaan (kekuasaan untuk meneri-

ma, menyimpan atau membayar/mengeluarkan uang atau bara-

ng, serta pertanggungjawaban uang atau barang yang berada 

dalam pengelolaannya. 

Integrasi SAKIP dalam sistem perbendaharaan Negara 

berarti mengintegrasikan data kinerja dalam mekanisme otori-

sasi dan ordonasi pengelolaan keuangan daerah. Integrasi 

fungsi pengorganisasian (organizing) dalam manajemen kiner-

ja daalm sistem perbendaharaan berarti menunjuk kewenangan 

dan tanggungjawab data kinerja struktur organisasi yang ber-

wenang melaksanakan APBD yaitu: 

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 

2. Pengguna Anggaran; 
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3. Kuasa Pengguna Anggaran; 

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; 

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 

6. Bendahara. 

 

Tujuan pengorganisasian daalm sistem perbendaharaan 

adalah menghasilkan informasi keuangan yang handal berupa 

bukti bukti transaksi. Dengan adanya pengorganisasian dalam 

pelaksanaan APBD berarti ada aktivitas pengendalian yang 

memberikan jaminan memadai terhadap output informasi keua-

ngan tersebut. Bukti transaksi keuangan akan diolah menjadi 

informasi keuangan dalam struktur APBD yang meliputi:  

1. Rencana dan realisasi Pendapatan; 

2. Rencana dan realisasi Belanja; 

3. Rencana dan realisasi Pembiayaan. 

 

Ketentuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja tidak me-

rinci pengorganisasian kinerja. Pengorganisasian dalam pe-

ngumpulan data kinerja SAKIP terdiri pengelolaan data kinerja 

yaitu:  

1. Indikator Kinerja Sasaran Kepala Daerah; 

2. Indikator Kinerja Sasaran Kepa OPD; 

3. Indikator Kinerja Program; 

4. Indikator Kinerja Kegiatan. 

 

Tentu saja dengan tidak diuraikan pengoragnisasian da-

lam ketentuan SAKIP, akan berdampak terhadap kehandalan 

informasi kinerja seperti pada informasi keuangan. Ketiadaan 

pengorganisasian kinerja berarti meniadakan aktivitas pengen-

dalian melalui struktur kewenangan seperti pada sistem perben-

daraahan daerah 

Syarat integrasi SAKIP dengan sistem perbendaharaan, 

memerlukan kejelasan informasi kinerja yang dapat disatukan 

dengan informasi keuangan. Dari ke empat informasi kinerja 

yang dicantumkan pada perjanjian kinerja, hanya indikator 

kinerja kegiatan atau indikator keluaran yang berhubungan 
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langsung dengan realisasi anggaran. Syarat integrasi ada da-

lam penjelasan PP no 8 tahun 2006 tentang….., bahwa proses 

pengintegrasian hanya dapat dilakukan jika setiap keluaran 

dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai data pendukung perta-

nggungjawaban keuangan Hal tersebut dikuatkan dengan PP 

no 12 tahun 2019 tentang…….. bahwa Setiap pengeluaran 

harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang 

diperoleh oleh pihak yang menagih. Hak yang diperoleh adalah 

keluaran dari kegiatan, dan sebagai syarat bukti barang atau 

jasa telah diterima. 

Integrasi SAKIP dalam sisitem perbendaharaan daerah 

mengurai tahapan perbendaharaan daerah untuk menghasilkan 

informasi keuangan sebagai realisasi anggaran daerah. Angga-

ran daerah dan realiasasinya merupakan indikator masukan 

yang diproses melalui kegiatan yang pada akhirnya menghasil-

kan keluaran sebagai informasi kinerja. Sinkronisasi sistem per-

bendaharaan dan SAKIP dapat diuraikan dalam gambar seba-

gai berikut: 

 

 
Gambar 4. Integrasi SAKIP (Informasi Kinerja Keluaran) 

dengan Sistem Perbendaharaan Daerah 
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Gambar tersebut di atas menjelaskan bahwa DPA setelah 

ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) 

menjadi dasar dimulainya pelaksanaan anggaran oleh Penggu-

na Anggaran dan kinerja. DPA menjadi sumber informasi pe-

nyusunan perjanjian kinerja. DPA sekaligus sebagai alat otori-

sasi pelaksanan kegiatan yang ditatausahakan, dipertanggung-

jawabkan dan dilaporankan melalui sistem perbendaharaan. 

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(PPTK), kemudian mekanisme pembayaran melalui sistem per-

bendaaharaan yang dimulai dengan pengajuan Surat Perintah 

Pembayaran (SPP) oleh Bendahara, kepada Pengguna Angga-

ran dengan terlebh dahulu diverifikasi oleh Pejabat penatausa-

haan keuangan sebelum dieterbitkan Surat Perintah Membayar 

(SPM) Oleh pengguna Anngaran. SPM ditujukan kepada Ben-

dahar Umum Daerah untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran keluaran dari kegia-

tan tersebut. Dengan demikian jelas, bahwa sistem perbenda-

haraan mensyaratkan adanya keluaran atas kegiatan sebelum 

anggaran tersebut dicairkan, dapat diintegrasikan dalam SAKIP. 

Hasil dari pelaksanaan DPA adalah informasi realisasi 

anggaran yang dijadikan indikator masukan sekaligus indikator 

keluaran. Indikator keluaran pada akhirnya dikumpulkan sesuai 

bagian yang menangani, dijadikan alat pengukuran, dan dila-

porkan sebagai kinerja kegiatan pada Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

2. Integrasi Data Kinerja Non Keluaran dengan Sistem 

Internal dan BPS 

Pertanyaannya bagaimana penggorganisasian pengum-

pulan data kinerja di luar kinerja keluaran? Sebelum pebahasan 

fungsi pengorganisasin pengumpulan data kinerja, perlu diiden-

tifikasi karakteristik indikator kinerja sebagai obyek pengelolaan 

kinerja.  

Karakteristik indikator dibagi dalam kerangka waktu pe-

ngukuran, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Penguku-

ran jangka pendek yaitu informasi kinerja dapat diperoleh sege-
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ra setelah kegiatan dilaksanakan, sementara pengukuran jang-

ka panjang tidak dapat dilakukan setelah kegiatan dilaksana-

kan. Studi Usaid mengklasifikasikan indikator sebagai berikut: 

2.1. Jangka Pendek 

a. Input/masukan, contoh anggaran yang dibutuhkan; 

b. Output/keluaran, Contoh Jasa: Jumlah orang yang 

diimunisasi atau divaksinasi, Jumlah permohonan 

yang diproses, Jumlah pelatihan/peserta pelatihan. 

Contoh Barang: Jumlah barang yang dibeli/dihasil-

kan: Jumlah gedung /jembatan yg dibangun Jum-

lah meter panjang jalan yang dibangun/direhabili-

tasi. 

c. Outcome/hasil 

Jika berasal dari berfungsinya jasa: Tingkat 

Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan, 

Tingkat kepuasan dari konsumen. Jumlah keme-

nangan tim dalam setiap putaran pertandingan, 

Kenaikan nilai para siswa yang lulus. 

Jika berasal dari berfungsinya barang: Peni-

ngkatan daya tahan bangunan, Peningkatan daya 

tampung sekolah dalam menerima siswa, Pening-

katan kualifikasi barang yang berfungsi baik. 

2.2. Jangka Panjang 

a. Benefit/manfaat % Kenaikan Lapangan kerja Peni-

ngkatan kegiatan ekonomi masyarakat, Penuru-

nan Tingkat Penyakit TBC, Penurunan Tingkat Kri-

minalitas, Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulin-

tas; 

b. Impact/dampak Persentase kenaikan pendapatan 

perkapita, Peningkatan cadangan pangan, Pening-

katan PDRB sektor tertentu, Penurunan tingkat 

kemiskinan, Penurunan tingkat kematian. 
 

Secara hirarki organiasi, semakin tinggi jabatan semakin 

banyak factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja seorang 

pejabat, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk men-
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dapat data kinerja. Semakin tinggi jabatan, maka semakin sulit 

menetapkan prosedur dan pengorganisaian kinerjanya. Berda-

sarkan Hirarki kepemilikan indikator kinerja pada perjanjian 

kinerja, dapat diklasifikasikan integrasi sistem yang dibutuhkan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Karakteristik Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No 

Indikator 

dalam 

Perjanjian 

Kinerja 

Pemilik 
Jenis 

Indikator 

Pengukuran 

Sasaran 

Jenis 

Integrasi 

Sistem 

Pengelola 

Sistem Data 

Kinerja 

1 
Sasaran 

RPJMD 

Kepala 

daerah 
Dampak 

Strategis Ekternal BPS 

2 

Sasaran 

Renstra 

SKPD 

Kepala 

OPD 
Manfaat 

3 
Program 

Kerja  

Kepala 

Bidang/ 

Bagian 

Hasil Taktis 

Internal 

Sistem Non 

Perbenda-

haraan 

4 Kegiatan 

Kasie/ 

Kasubag 
Keluaran 

Operasional 

Sistem 

Perbenda-

haraan Staf Keluaran 

 

Dalam tabel di atas dapat diuraikan penjelasan integrasi 

sistem pengumpulan data kinerjanya: 

1. Capaian kinerja Kepala Daerah merupakan representasi 

pencapaian sasaran RPJMD setiap tahun. Kepala daerah 

sebagai penerima amanah desentralisasi kewenangan. 

Memiliki sasaran strategis yang diukur pencapaiannya 

dengan indikator dampak dari kebijakan perencanaan dan 

penganggaran dari setiap urusan kewenangan yang dide-

legasikan kepadanya, Contoh dari indikator dampak mi-

salnya PDRB, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran 

dsb. Pelaksanaan dan pengorganosasian kinerja memu-

ngkinkan adalah melimpahkan pada pihak eksternal yaitu 

Badan Pusat Statistik. 

2. Capaian kinerja Kepala Organisasi Pemerintah Daerah 

merupakan representasi pencapaian sasaran Renstra or-

ganisasi setiap tahun sebagai pelaksana tugas salah satu 

urusan kewenangan Kepala Daerah. Memiliki sasaran 
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strategis yang diukur pencapaiannya dengan indikator 

manfaat dari kebijakan perencanaan dan penganggaran. 

Contoh dari indikator manfaat adalah persentase kenai-

kan pusat pusat industri kecil, prosentase kenaikan pusat-

pusat latihan kerja dsb. Pelaksanaan dan pengorganisasi-

an kinerja memungkinkan adalah melimpahkan pada 

pihak eksternal yaitu Badan Pusat Statistik. 

3. Capaian kinerja Pejabat Kepemimpinan Administrasi 

(PKA) merupakan representasi pencapaian kinerja pro-

gram. Memiliki sasaran taktis yang diukur pencapaiannya 

dengan indikator hasil dari program kerja yang dialokasi-

kan pada perencanaan dan penganggaran daerah. Con-

toh dari indikator hasil adalah prosentase jalan dan jemba-

tan yang berkualifikasi baik, tingkat pemahaman peserta 

sosialisasi pencengahan stanting, Pelaksanaan dan pe-

ngorganisasian kinerja memungkinkan adalah dikelola 

sendiri misalnya diintegrasikan dengan sistem pengelola-

an Barang Milik Daerah 

4. Capaian kinerja Pejabat Kepemimpinan Pengawas (PKP) 

merupakan representasi pencapaian kinerja keluaran dari 

kegiatan yang bersumber dari APBD.Contoh dari indikator 

keluaran adalah jumlah peserta yang memperoleh sosia-

lisasi stanting, jumlah gerobak sampah yang diadakan, 

panjang jalan yang dibangun, volume sampah yang di-

angkut. Pengelolaan dan pengorganisasian kinerja yang 

meungkinkan adalah mengintegrasikan dengan sistem 

perbendaharaan daerah, seperti yang telah diuraikan di 

atas. 
 

Setelah diketahui karakteristik data kinerja yang dikelola 

maka dapat ditetapkan pengorganisasian kinerjanya, dengan 

menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam mengelo-

la kinerja. Beberapa solusi pegorgamisasian kinerjaselain in 

diktator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Penanggungjawab penyusunan perjanjian kinerja adalah 

bagian penyusunan program di masing-masing organisa-
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si pemerintah. Bagian penyusnan Program mengidentifi-

kasi jenis indikator kinerja, berdasarkan penetapan per-

janjian kinerja pada setiap jenjang jabatan. Jika indikator 

kinerja tersebut terkait dengan indikator keluaran maka 

disampaikan kepada Bendahara pengeluaran untuk dija-

dikan syarat bukti pembayaran pada sistem perbendaha-

raan. 

2. JIka indikator tersebut, bukan indikator keluaran atau indi-

kator hasil, dan terkait dengan belanja modal maka di-

sampaikan kepada pengurus barang untuk diintegrasikan 

dengan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai infor-

masi kinerja hasil. 

3. Jika indikator kinerja tersebut bukan indikator keluaran 

atau indikator hasil dan tidak terkait dengan belanja mo-

dal maka disampaikan pada bagian yang mengelola infor-

masi untuk dibuatkan sistem pengumpulan data kinerja. 
 

 
Gambar 5. Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Sesuai 

Karakteristik Indikator Kinerja 
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3. Integrasi Pelaksanaan Pengukuran Kinerja SAKIP dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 

3.1. Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja 

Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Lapo-

ran Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah rua-

ng lingkup pengukuran kinerja meliputi capaian penyelenggara-

an pemerintahan dan capaian tugas pembantuan, yang terdiri 

dari:  

a. Capaian kinerja makro, yaitu indeks pembangunan 

manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, 

pertumbuhan ekonomi,pendapatan perkapita dan ke-

timpangan pendapatan; 

b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerinta-

han daerahdiukur berdasarkan indikator kinerja pada 

masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah; 

c. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah me-

rupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah da-

lam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menca-

pai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur 

dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetap-

kan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun 

secara periodik; 

d. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang 

diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat; 

dan 

e. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang 

diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah 

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi. 

 

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah tersebut 

menunjukkan bahwa Sistem Akuntabilitas kinerja hanya dibata-

si pada capaian kinerja kegiatan dan capaian kinerja program 

yang terkait langsung dengan kebijakan APBD, sehingga jika 

hal tersebut dikaitkan dengan hirarki jabatan hanya sampai de-
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ngan pemimpin kegiatan dan program yang dijabat oleh level 

operasional dan level taktis. Padahal pada capaian akuntabili-

tas kinerja instansi pemerintahan pada butir c di atas diatur 

lebih lanjut dalam Perpres No 29 tahun 2014 tentang SAKIP, 

ruang lingkup pengukuran kinerja meliputi: 

1. Capaian kinerja Kepala Daerah; 

2. Capaian Kinerja Kepala OPD; 

3. Capaian Kinerja Pejabat Kepemimpinan Administra-

tur; dan 

4. Capaian Kinerja Pejabat Kepemimpinan Pengawasan 

pemerintahan. 

 

Sistem Akuntabilitas seharusnya tidak dibatasi hanya pe-

ngukuran capaian kinerja kegiatan dan program, tetapi juga 

pengukuran capaian kinerja keseluruhan aspek pertanggungja-

waban sebagai dampak pendelegasian kewenangan. Dengan 

demikian ada keterkaitan antara pengukuran capaian kinerja 

indikator Makro dan capaian penyelenggaraan urusan pemerin-

tahan dengan kewenangan para pejabat pengambil kebijakan, 

sesuai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan SAKIP.  

Sinkronisasi pengukuran kinerja antara kedua ketentuan 

tersebut adalah dengan menetapkan tanggungjawab kinerja 

pada masing-masing capaian kinerja dan jenis indikator yang 

digunakan. Konsiekuensi logis dari sinkronisasi adalah indikator 

yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra adalah sama untuk 

setiap daerah, kecuali pada indikator program dan kegiatan 

yang dituangkan dalam rencana kinerja sebagai bentuk strategi 

pencapaian sasaran-sasaran strategis pada perencanaan pem-

bangunan daerah. 
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Tabel 2. Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja 

Berdasarkan Dokumen Perencanan 

No 

Dokumen 

Perencanaan 

dan 

Penganggaran 

Ruang Lingkup 

Pengukuran 

Kinerja Menurut 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Ruang 

Lingkup 

SAKIP 

Jenis 

Indikator 

Kinerja 

Klasifikasi 

Komponen 

dalam 

Perencanaan 

1  RPJMD Capaian Kinerja 

Makro  

Perjanjian 

Kinerja Kepala 

Daerah 

Dampak Sasaran 

strategis 

Capain Kinerja 

Urusan 

Pemerintahan 

Renstra dan 

DIPA K/L 

Capaian Kinerja 

pelaksnaan tugas 

pembantuan 

Perjanjian 

Kinerja 

Kementrian RI 

Sasaran 

strategis 

2  Renstra Capaian Kinerja 

Urusan Pemerin-

tahan yang dide-

legasikan ke OPD 

Perjanjian 

Kinerja Kepala 

OPD 

Manfaat Sasaran 

strategis 

3 Program dalam 

DPA 

Capaian Kinerja 

Program 

Perjanjian 

Kinerja 

Pejabat 

Kepemimpinan 

Administratur 

Hasil Cara 

pencapaian 

sasaran 

startergis, 

yaitu program 

taktis dan 

kegiatan 

operasional 

dalam DPA 

4 Kegiatan dalam 

DPA 

Capaian Kinerja 

Kegiatan 

Perjanjian 

Kinerja 

Pejabat 

Kepeimpinan 

Pengawas 

Keluaran 

 

3.2. Pelaksanaan pengukuran Kinerja 

Kegiatan pengukuran kinerja dibagi dalam dua tahap 

yaitu: 

 

1. Pengukuran Informasi Kinerja 

Data kinerja adalah data primer yang masih memerlukan 

proses pengolahan sebelum dijadikan informasi kinerja. Data 

kinerja terlebih dahulu diolah melalui proses kegiatan penguku-

ran, yang menggunakan formula tertentu seperti ada pembilang 

dan penyebut sebelum menjadi informasi kinerja. Informasi ki-

nerja tersebut diolah dan diukur dari sumber data atau penye-

dia data, Sebagai contoh informasi kinerja persentase partisi-
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pasi perempuan di lembaga pemerintahan, yang diukur dengan 

formula: 

 

Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di 

lembaga pemerintahan 

 

X 

 

100 % 

Jumlah pekerja perempuan 

  

Dari formula tersebut, data kinerja yang wajib dikumpul-

kan dan diolah adalah 

a. Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga 

pemerintahan pada satu periode tertentu, dan wilayah 

tertentu; 

b. Jumlah pekerja perempuan disuatu periode tertentu 

dan pada wilayah tertentu. 

 

2. Pengukuran capaian kinerja 

Pengukuran capaian kinerja adalah membandingkan an-

tara target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja dengan 

realisasinya. Pengukuran capaian kinerja menggunakan data 

sekunder yang bisa dioalah untuk menentukan prestasi kerja. 

Misalnya sasaran pemerintah daerah pada tahun 2020 adalah 

meningkatnya peran perempuan dalam birokrasi pemerintahan 

kab. XXX dengan target % partisipasi perempuan di lembaga 

pemerintahan sebayak 10 %. dari hasil pengukuran informasi 

kinerja diperoleh hasil pada tahun tertentu di Kabupaten XXX 

sebanyak 8%, maka capaian kinerja dari sasaran tersebut ada-

lah sebesar 80% dengan pengukuran yaitu Realisasi kinerja 

sebesar 8% dibagi target kinerja 10% dikalikan 100 %, sehing-

ga hasilnya 80%.  

 

4. Integrasi Pelaporan Kinerja SAKIP dengan Pelaporan 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Jenis laporan kinerja yang wajib dibuat pemerintah dae-

rah menurut ketentuan adalah: 

1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disam-
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paikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pu-

sat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pe-

merintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan 

selama 1 (satu) tahun anggaran. 

2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjut-

nya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan 

oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rak-

yat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban 

kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sela-

ma 1 (satu) tahun anggaran. 

3) Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae-

rah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi 

yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada ma-

syarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. 

4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan 

lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasar-

kan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksa-

naan APBN/APBD yang ditujukan kepada Kepala daerah 

atau kementrian PAN RB dan Bappenas. 

 

Adapun bentuk isi dan tujuan pelaporan kinerja dari ke 

empat jenis laporan kinerja tersebut di atas dapat disinkronisasi 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Perbedaan Isi dan Tujuan LAKIP, LPPD, 

RLPPD dan LKPJ 
N

o 
KETERANGAN 

LAKIP 

PEMDA 
LPPD RLPPD LKPJ 

1 Isi Informasi 

Kinerja 

Capain 

kinerja 

sasaran 

RPJMD 

Capaian 

kinerja makro, 

Capaian 

kinerja 

Penyelengga- 

raan urusan 

pemerintahan 

Ringkasan 

Capaian 

kinerja 

makro, 

Capaian 

Kinerja 

Penyelengga-

Capaian 

kinerja 

penyelenggar

aan urusan 

Pemerinta-

han Daerah 

Capaian 

Kinerja 

Sasaran 
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N

o 
KETERANGAN 

LAKIP 

PEMDA 
LPPD RLPPD LKPJ 

Renstra daerah raan Urusan 

Pemerinta-

han Daerah 

Capaian 

Kinerja 

Program 

dan 

Kegiatan 

Capaian 

Kinerja 

Program dan 

Kegiatan 

Ringkasan 

Capaian 

Kinerja 

Program dan 

Kegiatan 

Capaian 

Kinerja 

Program dan 

Kegiatan 

 Capaian 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Tugas 

Pembantuan 

Ringkasan 

Capaian 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Tugas 

Pembantuan 

 

2 Tujuan Laporan Kepala 

Daerah, 

Menpan RB 

dan 

Bappenas 

Menteri Dalam 

Negeri 

Masyarakat DPRD 

 

Dari ringkasan sinkronisasi laporan kinerja di atas dapat 

disimpulkan dengan menyusun LPPD seharusnya laporan ki-

nerja lainnya bisa langsung dapat diselesaikan, dengan demi-

kian akan membantu pemerintah daerah mampu mengefesien-

kan dan mengefektifkan pelaksanaan SAKIP di daerah. 

 

D. Integrasi Fungsi Pengawasan SAKIP dalam Sistem 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Dalam perspektif SAKIP fungsi pengawasan lebih dimak-

nai sebagai aktivitas evaluasi bukan aktivitas audit. Evaluasi 

berfokus pada prosedur analitik tanpa ada pengujian terhadap 

kredibilitas data, sementara audit wajib melakukan pengujian 

terhadap kredibilitas data yang diolah. Menurut Peraturan Men-

teri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instan-

si Pemerintah Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivi-

tas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, 

dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas 

masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabili-
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tas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Berbeda dengan 

audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan 

analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ 

rekomendasi perbaikan. Secara umum audit kinerja menurut 

Keputusan BPK RI NOMOR 200/K/I-XIII.2/12/2011 Tentang Pe-

tunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, sebagai suatu peme-

riksaan yang independen atas efisiensi dan efektivitas kegiatan, 

program, dan organisasi pemerintah, dengan memperhatikan 

aspek ekonomi, dengan tujuan untuk mendorong ke arah per-

baikan 

Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan 

kemungkinan penerapannya sementara Audit kinerja menilai 

keekonomisan, efesiensi dan efektifitas, konsep ekonomi, efisi-

ensi dan efektivitas berhubungan eratdengan pengertian input, 

output dan outcome. Input adalah sumber daya dalam bentuk 

dana, Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, dan material 

yang digunakan untuk menghasilkan ouput. Output adalah ba-

rang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, 

atau hasil-hasil lain dari proses atas input. Proses adalah 

kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk 

menghasilkan output, sedangkan outcome adalah tujuan atau 

sasaran yang akan dicapai melalui output. 

Bentuk pengawasan lain adalah audit keuangan yang 

dilakukan oleh BPK RI untuk mendapatkan opini atas laporan 

keuangan. Audit keuangan merupakan penilaian apakah pos-

pos dalam laporan keuangan telah sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintah. Laporan keuangan tersebut terdiri dari: 

laporan realisasi anggaran; neraca; laporan arus kas; Laporan 

Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan 

pemerintah daerah dilampiri dengan surat pernyataan kepala 

daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi 

tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Laporan keuangan disampaikan oleh 

kepala daerah kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) 
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bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah disampaikan 

laporan hasil audit, kepala daerah memberikan tanggapan dan 

melakukan penyesuaian terhadaplaporan keuangan pemerintah 

daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI. 

Pada dasarnya dalam audit keuangan BPK RI juga me-

lakukan audit kinerja pelaksanaan program, karena dalam cata-

tan laporan keuangan pemerintah juga menampilkan kinerja 

pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksa-

naan urusan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah dae-

rah. Kandungan audit kinerja tersebut disampaikan dalam ma-

nagement letter, berupa temuan audit yang menilai efektifitas 

dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lapo-

ran audit keuangan.  

 

 
 

Gambar 6. Integrasi SAKIP dengan Sistem  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



35 

BAB III 
PENERAPAN SAKIP DALAM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

Penerapan SAKIP pada tahap perencanaan yaitu bagai-

mana tatacara penyusunan pada setiap jenis perencanaan 

pembangunan baik dari prosedur dan sistematika penyajian-

nya. Prosedur penyusunan perencanaan daerah merupakan 

tahapan dimulainya kegiatan penyusunan sampai dengan ber-

akhirnya penyusunan, sednagkan sistematika penyajian adalah 

petunjuk pengisian untuk setiap materi yang dituangkan dalam 

dokumen tersebut. 

Secara Umum perencanaan pembangunan daerah didefi-

nisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan ren-

cana jangka panjang, menengah dan pendek di daerah yang 

dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan 

melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang 

pembangunan nasional (Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugro-

ho D, manajemen Pembangunan Indonesia PT Elex Media 

Komputindo 2006, hal 64). Sedangkan secara praktis perenca-

naan pembangunan daerah didifinisikan sebagai suatu usaha 

yang sistematis dari pelbagai pelaku (actor), baik umum atau 

pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lain pada 

tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantu-

ngan dan berkaitan aspek aspek fisik, sosial ekonomi, dan 

aspek aspek lingkungan lainnya dengan cara: 

1. Secara terus menerus menganalis kondisi dan pelak-

sanaan pembangunan daerah; 

2. Merumuskan tujuan-tujuandan kebijakan kebijakan 

pembangunan daerah; 

3. Menyusun konsep konsep-strategi bagi pemecahan 

masalah; 

4. Melaksanakankannya dengan menggunakan sumber-

daya yang tersedia; 
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5. Menangkap peluang-peluang baru untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2016, perencanaan 

pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan 

kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan 

berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu ter-

tentu di Daerah. Sedangkan dari perspektif akuntabilitas, peren-

canaan pembangunan daerah merupakan kewajiiban pemerin-

tah menjelaskan tentang apa yang akan dilaksanakan dalam 

jangka panjang, jangka menengah dan pendek. Perencanaan 

pembangunan juga menjelaskan tentang pertimbangan pertim-

bangan pemilihan strategi berdasarkan analisa lingkungan stra-

tegis dengan didukung fakta-fakta, arah kebijakan yang diambil, 

pengalokasi sumberdaya yang digunakan serta hasil yang 

diharapkan. Perencanaan pembangunan juga menjelaskan ke-

terhubungan antara rencana jangka panjang, jangka menengah 

dan pendek sebagai road map para pemangku kepentingan 

mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan,  

 

A. Ruang Lingkup Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

Terdapat 5 jenis perencanaan pembangunan yang dibagi 

dalam 3 kerangka waktu yaitu 20 tahunan ( RPJP), 5 tahunan 

(RPJMD dan Renstra OPD) dan tahunan (RKPD, Renja OPD 

dan Perjanjian Kinerja). Ke 5 jenis dokumen perencanaan ter-

sebut adalah: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen peren-

canaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan 

jangka panjang daerah disusun mengacu kepada RPJP 

Nasional. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
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perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ter-

hitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan Kepala Daerah. 

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perio-

de 5 (lima) tahun. 

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selan-

jutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perenca-

naan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di-

singkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

 

B. Pendekatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pem-

bangunan Daerah 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi 

pada proses, menggunakan pendekatan: 

1. Teknokratik; yaitu menggunakan metode dan kerangka 

berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yg seca-

ra fungsional berfungsi untuk itu. 

2. Partisipatif; yaitu melibatkan seluruh pemangku kepen-

tingan atau stakeholders antara lain melalui musyawa-

rah pembanguna. 

3. Politis; Perencanaan pembangunan dihasilkan dari 

proses politik yaitu melalui janji-janji kampanye yang 

dituangkan dalam bentuk program kerja publik choice 

theory of planning. 

4. Atas-bawah dan bawah-atas dilaksanakan sesuai jen-

jang birokrasi pemerintah mulai dari proses penyusu-

nan sampai dengan penetapan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Evaluasi Penerapan SAKIP, pemenuhan 
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dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam penilaian 

perencanaan kinerja yang meliputi 2 unsur, yang dapat diana-

logikan sebagai penerapan SAKIP dalam perencanaan pemba-

ngunan daerah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Strategis yaitu: RPJPD, RPJMD,dan 

Renstra; 

2. Perencanaan Kinerja Tahunan (annual planning) yaitu: 

RKPD dan Renja Perangkat Daerah. 

Kedua unsur tersebut wajib memenuhi pemenuhan/ke-

lengkapan, kualitas dan implementasinya. Hal tersebut akan 

tergambar dalam Prosedur dan sistematika isi dari masing-ma-

sing dokumen perencanaan. 

 

C. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) 

 

1. Prosedur Penyusunan RPJPD 

Tahapan penyusunan RPJPD dapat diuraikan dalam 

gambar prosedur penyusunan RPJPD yang melibatkan berba-

gai pemenagku kepentingan sebagai berikut:  

 

 
 

Gambar 7. Prosedur Penyusunan RPJPD  

pada Pemerintah Daerah 
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Setiap tahapan di atas dapat dijelaskan sub tahapan 

sebagai berikut: 

1.1. Tahap Persiapan Penyusunan RPJPD 

1.1.1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah 

tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;  

1.1.2. orientasi mengenai RPJPD;  

1.1.3. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; 

dan  

1.1.4. penyiapan data dan informasi perencanaan pemba-

ngunan Daerah berdasarkan SIPD. 

1.2. Tahap Penyusunan Rancangan awal RPJPD dibuat oleh 

Tim Penyusun sesuai SK Kepala Daerah  

1.2.1. dibahas bersama dengan Perangkat Daerah untuk 

memperoleh masukan dan saran sesuai dengan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 

1.2.2. dibahas dengan para pemangku kepentingan mela-

lui forum konsultasi publik; 

1.2.3. Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan 

rancangan awal RPJPD kepada Menteri dan/atau 

gubernur untuk dikonsultasikan; 

1.2.4. Dikonsultasikan dengan Menteri melalui Direktur 

Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan saran 

penyempurnaan rancangan awal RPJPD provinsi 

disampaikan kepada gubernur; 

1.2.5. Dikonsultasikan dengan Gubernur melalui kepala 

BAPPEDA provinsi, dan saran penyempurnaan ran-

cangan awal RPJPD kabupaten/kota disampaikan 

kepada bupati/wali kota. 

1.3. Tahap Penyusunan Rancangan RPJPD 

1.3.1. Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD 

provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan 

saran penyempurnaan Menteri Dalam Negeri; 

1.3.2. Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal 

RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD 

berdasarkan saran penyempurnaan Gubernur. 
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1.4. Tahap Musrenbang 

1.4.1. BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada 

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk 

memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Mus-

renbang RPJPD; 

1.4.2. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas 

rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, pe-

nyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap 

visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. 

1.5. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RPJPD 

1.5.1. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD 

dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tenta-

ng RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Pera-

ngkat Daerah yang membidangi hukum; 

1.5.2. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat 

Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD; 

1.5.3. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang 

membidangi hukum menyampaikan hasil penghar-

monisasian, pembulatan, dan pemantapan ranca-

ngan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan 

paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan 

Peraturan Daerah; 

1.5.4. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA 

menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tenta-

ng RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan 

kepada Kepala Daerah; 

1.5.5. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang 

akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepa-

la BAPPEDA kepada Kepala Daerah; 

1.5.6. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peratu-

ran Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk 

dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan 

bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap ran-

cangan Peraturan Daerah tentang RPJPD; 
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1.5.7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah 

terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang 

RPJPD; 

1.5.8. Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Pera-

turan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan perse-

tujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap 

rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. 

1.6. Penetapan RPJPD 

1.6.1. Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Dae-

rah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi 

oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi 

tentang RPJPD provinsi; 

1.6.2. Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah 

dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota 

tentang RPJPD kabupaten/kota. 

 

2. Sistematika Penyusunan RPJPD 

Isi dari dokumen RPJPD, disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Sistematika Penyusunan RPJPD  

BAB Sistematika Keterangan 

I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan me-

ngenai gambaran umum materi 

rancangan awal RPJPD agar 

substansi pada bab-bab berikut-

nya dapat dipahami dengan baik. 

A Latar Belakang 

Menjelaskan pengertian ringkas 

tentang RPJPD, proses penyu-

sunan RPJPD, alasan mengapa 

RPJPD ini disusun, resiko jika 

RPJPD tidak tersedia dan pen-

dekatan yang digunakan dalam 
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BAB Sistematika Keterangan 

penyusunan. 

B 
Dasar Hukum 

Penyusunan 

Bagian ini menjelaskan dasar 

hukum perencanaan pembangu-

nan daerah pada umumnya dan 

RPJPD pada khususnya sesuai 

peraturan perundangan dan pro-

duk hukum daerah terkait. 

C 

Hubungan Antar 

Dokumen RPJPD 

dengan Dokumen 

Rencana 

Pembangunan 

Daerah lainnya 

Bagian ini menjelaskan hubung-

an RPJPD dengan dokumen lain 

yang relevan beserta penjela-

sannya. Keterhubungan dengan 

dokumen lain, seperti: RPJPN, 

RPJPD provinsi, RTRW nasio-

nal, RTRW provinsi, dan RTRW 

kabupaten/kota. 

D Maksud dan Tujuan 

Memberikan uraian ringkas ten-

tang maksud penyusunan doku-

men RPJPD dan tujuan penyu-

sunan dokumen RPJPD bagi 

daerah yang bersangkutan. 

E 
Sistematika 

Penulisan 

Mengemukakan organisasi pe-

nyusunan dokumen RPJPD ter-

kait dengan pengaturan bab 

serta garis besar isi setiap bab di 

dalamnya. 

II 

GAMBARAN 

UMUM KONDISI 

DAERAH 

Bagian ini sangat penting untuk 

menjelaskan dan menyajikan se-

cara logis dasar-dasar analisis, 

gambaran umum kondisi daerah 

yang meliputi aspek geografi dan 

demografi serta indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintah 

daerah. 

A 
Aspek Geografi dan 

Demografi 

Pada bagian ini diawali dengan 

pengantar analisis. Selanjutnya, 
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pada bagian ini dijelaskan kondi-

si umum geografis mengenai 

kondisi geografi daerah, potensi 

pengembangan wilayah, dan wi-

layah rawan bencana. Penjela-

san dapat dilengkapi dengan 

tabel, grafik, dan gambar yang 

mendukung setiap potensi kawa-

san budaya yang dimiliki daerah. 

Penjelasan perlu dilengkapi de-

ngan kerangka pemikiran hubu-

ngan antara kondisi geografi 

daerah dengan potensi pengem-

bangan kawasan budidaya. 

Selanjutnya, dijelaskan tentang 

kondisi demografi seperti uku-

ran, struktur, dan distribusi pen-

duduk serta bagaimana jumlah 

penduduk berubah setiap waktu 

akibat kelahiran, kematian, mig-

rasi, serta penuaan. Analisis ke-

pendudukan dapat merujuk pada 

populasi masyarakat secara 

keseluruhan atau kelompok ter-

tentu yang didasarkan kriteria 

seperti pendidikan, kewargane-

garaan, agama, atau etnis ter-

tentu. Tabel-tabel atau grafik ter-

tentu yang dianggap relevan, 

dapat disajikan pada bab ini. 

B 

Aspek 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Bagian ini diawali dengan pe-

ngantar analisis. Selanjutnya, 

pada bagian ini dijelaskan kon-

disi umum kesejahteraan ma-
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syarakat sebagai bagian dari 

indikator kinerja pembangunan 

secara keseluruhan. Berbagai 

indikator yang telah diolah pada 

tahap perumusan, sesuai Aspek 

dan Indikator Kinerja Menurut 

Bidang Urusan Penyelenggara-

an Pemerintahan Daerah, dapat 

ditampilkan, khususnya indikator 

yang paling dapat menjelaskan 

kondisi dan perkembangan ke-

sejahteraan masyarakat daerah 

bersangkutan. Lebih lanjut dipa-

parkan tentang fokus kesejahte-

raan dan pemerataan ekonomi, 

fokus kesejahteraan sosial, fo-

kus seni budaya dan olah raga. 

C 
Aspek Pelayanan 

Umum 

Bagian ini diawali dengan pe-

ngantar analisis. Selanjutnya, 

pada bagian ini dijelaskan kondi-

si umum aspek pelayanan umum 

sebagai bagian dari indikator ki-

nerja pembangunan secara ke-

seluruhan. Berbagai indikator 

yang telah diolah pada tahap 

perumusan, sesuai Aspek dan 

Indikator Kinerja Menurut Bidang 

Urusan Penyelenggaraan Peme-

rintahan Daerah, dapat ditampil-

kan, khususnya indikator yang 

paling dapat menjelaskan kese-

jahteraan sosial, fokus seni bu-

daya dan olah raga. Kondisi dan 

perkembangan aspek pelayanan 

umum daerah bersangkutan. 
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Lebih lanjut dipaparkan tentang 

fokus urusan layanan wajib dan 

fokus urusan layanan pilihan. 

D 
Aspek Daya Saing 

Daerah 

Bagian ini diawali dengan pe-

ngantar analisis. Selanjutnya, 

pada bagian ini dijelaskan kon-

disi umum aspek daya saing 

daerah sebagai bagian dari indi-

kator kinerja pembangunan se-

cara keseluruhan. Berbagai indi-

kator yang telah diolah pada 

tahap perumusan, sesuai Aspek 

dan Indikator Kinerja Menurut 

Bidang Urusan Penyelenggara-

an Pemerintahan Daerah, dapat 

ditampilkan, khususnya indikator 

yang paling dapat menjelaskan 

kondisi dan perkembangan as-

pek daya saing daerah bersang-

kutan. Lebih lanjut dipaparkan 

tentang fokus kemampuan eko-

nomi daerah, fokus fasilitas wila-

yah/infrastuktur, fokus iklim ber-

investasi, dan fokus sumber 

daya manusia. 

 

III 

PERMASALAHAN 

DAN ISU-ISU 

STRATEGIS 

DAERAH 

Bab ini merupakan salah satu 

bagian terpenting dokumen RPJ-

PD karena menjadi dasar utama 

perumusan visi dan misi pemba-

ngunan jangka panjang daerah. 

Oleh karena itu, penyajian anali-

sis ini harus dapat menjelaskan 

butir-butir penting permasalahan 
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dan isu-isu strategis yang akan 

dihadapi dalam pembangunan 

daerah untuk waktu 20 (dua 

puluh) tahun mendatang. Penya-

jian isu-isu strategis meliputi per-

masalahan pembangunan dae-

rah dan isu strategis. 

A 

Permasalahan 

Pembangunan 

Daerah 

Permasalahan pembangunan 

yang disajikan adalah perma-

salahan penyelenggaraan uru-

san pemerintahan yang relevan 

atau pada akhirnya dijadikan da-

sar dalam perumusan visi dan 

misi pembangunan jangka pan-

jang daerah. Dengan demikian 

permasalahan pembangunan 

daerah disajikan dengan meru-

juk pada identifikasi permasala-

han pembangunan daerah. 

Pada bagian atau tahap peru-

musan isu-isu strategis, perma-

salahan-permasalahan pemba-

ngunan lain yang tidak dipriori-

taskan atau menjadi agenda uta-

ma rencana pembangunan dae-

rah dalam 20 (dua puluh) tahun 

kedepan tidak perlu disajikan, 

namun tetap ada dalam kertas 

kerja (worksheet) perumusan. 

Perumusan permasalahan pem-

bangunan dapat dijabarkan se-

cara deskriptif dalam bentuk 

uraian kalimat, bagian demi ba-

gian dengan sistematika berurut 

sesuai urusan yang terpilih atau 
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sesuai jenis permasalahan tanpa 

mengedepankan urusannya. 

B Isu Strategis Isu strategis dapat berasal dari 

permasalahan pembangunan 

maupun yang berasal dari dunia 

international, kebijakan nasional 

maupun regional. Sesuai isu-isu 

strategis yang telah dihasilkan 

dalam tahap perumusan yang 

dituangkan dalam penyajian. 

Dalam penyajian isu strategis hal 

terpenting yang diperhatikan 

adalah isu tersebut dapat mem-

berikan manfaat/pengaruh di 

masa datang terhadap daerah. 

Isu-isu strategis yang tidak dija-

dikan dasar dalam perumusan 

visi dan misi agar dieliminasi. 

IV 
VISI DAN MISI 

DAERAH 

Penyajian visi dan misi dalam 

dokumen RPJPD sangat penti-

ng karena keadaan atau cita-cita 

yang diinginkan dari hasil pem-

bangunan daerah selama 20 

(dua puluh) tahun mendatang 

akan tergambar. 

A Visi 

Sesuai perumusan visi yang te-

lah dihasilkan dalam tahap peru-

musan, pernyataan visi dituang-

kan dalam penyajian. Hal terpen-

ting dalam penyajian visi adalah 

dibuatnya uraian yang jelas ten-

tang apa dan bagaimana visi 

yang ingin diwujudkan tersebut 

pada akhir periode perencanaan 
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pembangunan jangka panjang 

daerah. 

B 

 

 

Misi 

 

 

Sebagai rumusan tentang bagai-

mana visi diwujudkan dan di sisi 

lain sebagai komitmen terhadap 

keseluruhan stakeholders utama 

pelaku pembangunan daerah, 

misi harus disajikan dengan tek-

nik penulisan yang mampu men-

jelaskan hubungan yang erat 

dengan visi dan bahwa misi cu-

kup lengkap untuk menaungi 

berbagai jenis agenda pemba-

ngunan yang dibutuhkan untuk 

mencapai sasaran pokok. Misi 

diatas dituangkan dalam bentuk 

paparan secara sistematis dan 

penjelasan yang memadai. 

V 

ARAH KEBIJAKAN 

DAN SASARAN 

POKOK DAERAH 

Bagian ini menjelaskan arah 

kebijakan pembangunan jang-ka 

panjang untuk menjelaskan ke-

terhubungan antara sasaran de-

ngan sasaran pokok dan bagai-

mana pentahapan pembangu-

nan dilakukan pada tiap lima 

tahunan selama 4 (empat) perio-

de. 

Suatu sasaran pokok harus da-

pat menjelaskan keterhubungan-

nya dengan visi/misi dan menun-

jukkan indikator kinerja beserta 

target masing-masing. 

A 
Arah Kebijakan 

Daerah 

Pada tahap ini disajikan penta-

hapan arah kebijakan pemba-

ngunan jangka panjang daerah 



Antonius Kustoro Yuni Dewanto, SE, MA, Ak, CRMP | 49 

 

 
 

BAB Sistematika Keterangan 

untuk menentukan tahapan dan 

prioritas pembangunan selama 

20 (dua puluh) tahun guna men-

capai sasaran pokok tahapan 

lima tahunan RPJPD. 

1. Arah kebijakan pembangu-nan 

lima tahunan ke I. Diuraikan 

tentang arah kebijakan pem-

bangunan daerah yang menja-

di prioritas pada tahap/periode 

pertama RPJPD. 

2. Arah kebijakan pembangunan 

lima tahunan ke II Diuraikan 

tentang arah kebijakan pem-

bangunan daerah yang men-

jadi prioritas pada tahap/perio-

de pertama RPJPD. 

3. Arah kebijakan pembangu-nan 

lima tahunan ke III Diuraikan 

tentang arah kebijakan pem-

bangunan daerah yang menja-

di prioritas pada tahap/periode 

pertama RPJPD. 

4. Arah kebijakan pembangunan 

lima tahunan ke IV. Diuraikan 

tentang arah kebijakan pem-

bangunan daerah yang men-

jadi prioritas pada tahap/perio-

de pertama RPJPD. 

B Sasaran Pokok 

Suatu sasaran pokok pemba-

ngunan jangka panjang pada 

dasarnya adalah kuantifikasi visi 

dan misi pada akhir periode 

tahun ke-20 (dua puluh). Sasa-



50 | Integrasi dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip)... 

 
BAB Sistematika Keterangan 

ran menjelaskan target dari ca-

paian pembangunan jangka pan-

jang pada akhir tahun ke-20. 

Penuangan sasaran dapat dila-

kukan dengan urutan sebagai 

berikut: 

1. Sasaran pokok……………… 

………………………Diuraikan 

mengenai sasaran pembangu-

nan yang akan dicapai daerah 

Provinsi dan Kabupaten/kota 

dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun pertama 

2. Dst. 

VI PENUTUP  

 

D. Tata Cara Penyusunan Dokumen RPJMD 

 

1. Prosedur Penyusunan RPJMD 

Tahapan penyusunan RPJMD dapat diuraikan dalam 

gambar prosedur penyusunan RPJMD yang melibatkan ber-

bagai pemangku kepentingan sebagai berikut: 

 
Gambar 8. Prosedur Penyusunan RPJMD 
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Setiap tahapan di atas dapat dijelaskan sub tahapan 

sebagai berikut: 

1.1. Tahap Persiapan Penyusunan RPJMD 

1.1.1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah 

tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;  

1.1.2. orientasi mengenai RPJMD;  

1.1.3. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;  

1.1.4. penyiapan data dan informasi perencanaan pemba-

ngunan Daerah berdasarkan SIPD; dan  

1.1.5. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 

1.1.6. Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyu-

sun bersama dengan Perangkat Daerah untuk 

memperoleh masukan dan saran sesuai dengan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.  

1.1.7. Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan ber-

dasarkan berita acara kesepakatan. 

1.2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 

1.2.1. Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak 

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih di-

lantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD, meru-

pakan penyempurnaan rancangan teknokratik 

RPJMD sebagaimana berpedoman pada visi, misi 

dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Dae-

rah terpilih; 

1.2.2. Rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pe-

mangku kepentingan melalui forum konsultasi pub-

lik. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berda-

sarkan berita acara kesepakatan; 

1.2.3. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD 

kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetu-

juan pembahasan dengan DPRD; 

1.2.4. Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD 

kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh ke-

sepakatan. Pembahasan dan kesepakatan terhadap 

rancangan awal RPJMD. Hasil pembahasan dan 

kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan 
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yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua 

DPRD. Rancangan awal RPJMD disempurnakan 

berdasarkan nota kesepakata; 

1.2.5. Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan 

rancangan awal RPJMD kepada Menteri dan/atau 

gubernur untuk dikonsultasikan; 

1.2.6. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangu-

nan Daerah menyampaikan saran penyempurnaan 

rancangan awal RPJMD provinsi kepada gubernur 

Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi me-

nyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal 

RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota 

paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksa-

nakan; 

1.2.7. Gubernur menyempurnakan rancangan awal 

RPJMD provinsi berdasarkan saran penyempurna-

an. Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan 

awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran 

penyempurnaan; 

1.2.8. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD 

kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan 

surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan 

rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada ke-

pala Perangkat Daerah; 

1.2.9. BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala 

Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan 

melampirkan rancangan awal RPJMD untuk dasar 

penyusunan Restra Perangkat daerah. 

1.3. Tahap Penyusuan Rancangan RPJMD 

1.3.1. Penyusunan rancangan RPJMD provinsi adalah 

proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD 

provinsi dan berdasarkan rancangan Renstra Pera-

ngkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi. Pe-

nyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota ada-

lah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabu-

paten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra 
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Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diveri-

fikasi; 

1.3.2. BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD seba-

gaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka 

memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang 

RPJMD. 

1.4. Tahap Musrenbang RPJMD 

BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan 

Musrenbang RPJMD. Hasil. Musrenbang RPJMD dirumus-

kan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani 

oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang 

menghadiri Musrenbang RPJMD. 

1.5. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RPJMD 

1.5.1. Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan 

proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi 

rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara 

kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; 

1.5.2. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD 

yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui 

Perangkat Daerah yang membidangi hukum; 

1.5.3. Penyampaian rancangan akhir RPJMD paling lam-

bat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang 

RPJMD; 

1.5.4. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat 

Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD; 

1.5.5. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang 

membidangi hukum menyampaikan hasil penghar-

monisasian, pembulatan, dan pemantapan ranca-

ngan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan 

paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJMD; 
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1.5.6. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA 

menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tenta-

ng RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan 

kepada Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Dae-

rah tentang RPJMD yang akan disampaikan kepada 

DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepa-

la Daerah; 

1.5.7. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peratu-

ran Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk 

dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan 

bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap ran-

cangan Peraturan Daerah tentang RPJMD; 

1.5.8. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD se-

bagaimana terdiri dari rancangan Peraturan Daerah 

dan rancangan akhir RPJMD; 

1.5.9. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang 

RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sete-

lah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilan-

tik. 

1.6. Tahap Penetapan RPJMD 

1.6.1. Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Dae-

rah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi 

oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi 

tentang RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) 

bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik; 

1.6.2. Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan 

Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah 

dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah 

kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota pa-

ling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota 

dan wakil bupati/wali kota dilantik. 

 

2. Sistematika Penyusunan RPJMD 

Sistematika penyajian rancangan awal sampai dengan 

rancangan akhir RPJMD disusun menurut sistematika yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
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mengacu pada hasil kertas kerja. Penyajian RPJMD sekurang-

kurangnya sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Sistematika Penyusunan RPJMD 

BAB Sistematika Keterangan 

I PENDAHULUAN Uraikan gambaran umum 

penyusunan rancangan 

awal RPJMD agar subs-

tansi pada bab-bab berikut-

nya dapat dipahami dengan 

baik. 

A Latar Belakang Uraikan pengertian ringkas 

tentang RPJMD, proses pe-

nyusunan RPJMD, kedudu-

kan RPJMD tahun rencana 

dalam RPJPD, keterkaitan 

antara dokumen RPJMD 

dengan dokumen RKPD 

dan Renstra Perangkat 

Daerah. 

B Dasar Hukum 

Penyusunan 

Uraian ringkas tentang da-

sar hukum yang digunakan 

dalam penyusunan RPJMD, 

baik yang berskala nasio-

nal, maupun lokal. Dalam 

hal ini kalau di daerah telah 

diterbitkan peraturan dae-

rah atau Peraturan Kepala 

Daerah yang mengatur ten-

tang perencanaan dan pe-

nganggaran ataupun tenta-

ng tata cara penyusunan 

dokumen perencanaan dan 

pelaksanaan musrenbang, 

perlu dicantumkan. 
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Pada sub-bab ini tidak perlu 

semua peraturan-perunda-

ngan dicantumkan, melain-

kan cukup pada peraturan-

perundangan yang memuat 

ketentuan secara langsung 

terkait dengan penyusunan 

RPJMD. 

C Hubungan Antar 

Dokumen 

Uraikan dan jelaskan hubu-

ngan RPJMD dengan doku-

men lain yang relevan be-

serta penjelasannya. Keter-

hubungan dengan dokumen 

lain, seperti: RPJMN, 

RPJPD, RPJMD Provinsi, 

RTRW nasional, RTRW 

Provinsi, dan RTRW kab/ 

kota. 

D Maksud dan Tujuan Uraian ringkas tentang tuju-

an penyusunan dokumen 

RPJMD bagi daerah yang 

bersangkutan dan sasaran 

penyusunan dokumen 

RPJMD bagi daerah yang 

bersangkutan. 

E Sistematika Penulisan Uraikan sistematika penyu-

sunan dokumen RPJMD 

terkait dengan pengaturan 

bab serta garis besar isi 

setiap bab didalamnya. 

II GAMBARAN UMUM 

KONDISI DAERAH 

Uraikan secara logis dasar-

dasar analisis, gambaran 

umum kondisi daerah yang 

meliputi aspek geografi dan 

demografi serta indikator 
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kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

A Aspek demografi dan 

Geografi 

Uraikan pengantar analisis. 

Selanjutnya, pada bagian 

ini dijelaskan kondisi umum 

geografis mengenai kondisi 

geografi daerah, potensi pe-

ngembangan wilayah, dan 

wilayah rawan bencana. 

Penjelasan dapat dilengkapi 

dengan tabel, grafik, dan 

gambar yang mendukung 

setiap potensi kawasan bu-

daya yang dimiliki daerah. 

Penjelasan perlu dilengkapi 

dengan kerangka pemikiran 

hubungan antara kondisi 

geografi daerah dengan po-

tensi pengembangan kawa-

san budidaya. 

B Aspek Kesejahteraan 

Masyarakat 

Uraikan pengantar analisis. 

Selanjutnya, pada bagian 

ini dijelaskan kondisi umum 

kesejahteraan masyarakat 

sebagai bagian dari indika-

tor kinerja pembangunan 

secara keseluruhan. Berba-

gai indikator yang telah dio-

lah pada tahap perumusan, 

dapat ditampilkan, khusus-

nya indikator yang paling 

dapat menjelaskan kondisi 

dan perkembangan kese-

jahteraan masyarakat dae-
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rah bersangkutan. Lebih 

lanjut dipaparkan tentang 

fokus kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi, fokus 

kesejahteraan sosial, fokus 

seni budaya dan olah raga. 

C Aspek Pelayanan 

Umum 

Uraikan pengantar analisis. 

Selanjutnya, pada bagian 

ini dijelaskan kondisi umum 

kesejahteraan masyarakat 

sebagai bagian dari indika-

tor kinerja pembangunan 

secara keseluruhan. Ber-

bagai indikator yang telah 

diolah pada tahap perumu-

san, dapat ditampilkan, khu-

susnya indikator yang pali-

ng dapat menjelaskan kon-

disi dan perkembangan 

kesejahteraan masyarakat 

daerah bersangkutan. 

D Aspek Daya Saing 

Daerah 

Uraikan secara umum per-

kembangan informasi kiner-

ja daya saing daerah, me-

nganalisis permasalahan 

dan solusinya berkaitan de-

ngan kemampuan ekonomi 

daerah, fasilitas infrastruk-

tur, iklim investasi dan sum-

berdaya manusia. 

III GAMBARAN 

KEUANGAN DAERAH 

 

A Kinerja Keuangan 

Masa Lalu 

Menguraikan pencapaian 

realisasi struktur APBD 5 

tahun terakhir yaing terdiri 



Antonius Kustoro Yuni Dewanto, SE, MA, Ak, CRMP | 59 

 

 
 

BAB Sistematika Keterangan 

1. Perkembangan 

Pendapatan Daerah 

2. Perkembangan Belanja 

Daerah 

3. Perkembangan 

Pembiayaan Daerah 

 

Menguraikan 

perkembangan Aset Daerah 

selama 5 tahun terakhir se-

bagai representasi kekaya-

an Daerah dari hasil Belan-

ja Modal. 

B Kebijakan Pengelolaan 

Masa Lalu 

Menguraikan analisa pem-

biayaan dengan memban-

dingkan antaraa Pendapa-

tan Daerah dengan Belanja 

Daerah sehingga dapat di-

ketahui kebijakan peman-

faatan surplus atau upaya 

menutup deficit anggaran. 

C Kerangka Pendanaan Menguraikan proyeksi 

struktur APBD 5 tahun ke 

depan, dengan mengguna-

kan data perkembangan 

struktur APBD 5 tahun ter-

akhir. 

IV PERMASALAHAN 

DAN ISU_ISU 

STRATEGIS 

Permaslahan dan isu stra-

tegis akan menentukan 

ketajaman Visi dan MIsi 

yang akan ditetapkan dalam 

RPJMD selama 5 tahun ke 

depan. 

A Permasalahan Uraikan Permasalahan 
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Pembangunan pembangunan pada penye-

lenggaraan urusan peme-

rintahan daerah yang rele-

van, merujuk pada identifi-

kasi permasalahan pemba-

ngunan daerah yang menja-

di prioritas dalam perumu-

san rancangan awal 

RPJMD. Sertakan fakta se-

suai indikator yang penca-

paian kinerjanya rendah. 

B Isu Strategis Uraikan isu strategi yang 

berkembang baik secara 

Nasional, regional maupun 

internasional yang relevan 

daerah dan berpengaruh 

terhadap rencana pengem-

bangan ke depan. 

V VISI DAN MISI  

A Visi Uraikan Visi RPJPD, urai-

kan Visi Kepala Daerah ter-

pelihara dan artikulasi seti-

ap frasa sebagai kata kunci. 

B Misi Maksud perumusan Misi, 

pernyataan visis dengan 

bahasa yang jelas, ringkas 

dan mudah dipahami, pen-

jelasan masing-masing 

misi. 

C Tujuan dan sasaran  1. Uraian mengenai apa itu 

tujuan dan apa itu sasa-

ran serta bagaimana me-

rumuskannya; 

2. Uraian pernyataan tujuan-

tujuan dengan bahasa 



Antonius Kustoro Yuni Dewanto, SE, MA, Ak, CRMP | 61 

 

 
 

BAB Sistematika Keterangan 

yang jelas, ringkas dan 

mudah dipahami; 

3.  Uraian pernyataan sasa-

ran-sasaran dengan ba-

hasa yang jelas, ringkas 

dan mudah dipahami; 

serta; 

4.  Menggambarkan 

keterkaitan elemen-ele-

men perencanaan dalam 

suatu tabel/matrik. 

VI STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 

DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Dalam bagian ini diuraikan 

strategi yang dipilih dalam 

mencapai tujuan dan sasa-

ran serta arah kebijakan dari 

setiap strategi terpilih. Sela-

in itu diberikan penjelasan 

hubungan setiap strategi 

dengan arah dan kebijakan 

dalam rangka pencapaian 

tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan. 

Program pembangunan 

daerah dirumuskan dari ma-

sing-masing strategi untuk 

mendapatkan program prio-

ritas. Program pembangu-

nan daerah menggambar-

kan kepaduan program 

prioritas terhadap sasaran 

pembangunan melalui stra-

tegi yang dipilih. 

VII KINERJA 

PENYELENGGARAAN 

Pada bagian ini dikemuka-

kan indikator kinerja Pera-
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BIDANG URUSAN ngkat Daerah yang secara 

langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai 

Perangkat Daerah dalam 

lima tahun mendatang se-

bagai komitmen untuk men-

dukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD. 

VIII PENUTUP  

 

E. Tata Cara Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat 

Daerah 

 

1. Prosedur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat 

diuraikan dalam gambar prosedur penyusunan Renstra Pera-

ngkat Daerah yang melibatkan berbagai pemenagku kepenti-

ngan sebagai berikut: 

 
Gambar 9. Prosedur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 
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Setiap tahapan di atas dapat dijelaskan sub tahapan 

sebagai berikut: 

1.1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra 

1.1.1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah 

tentang pembentukan tim penyusun Renstra Pe-

rangkat Daerah;  

1.1.2. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;  

1.1.3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra 

Perangkat Daerah; dan  

1.1.4.  penyiapan data dan informasi perencanaan pem-

bangunan Daerah berdasarkan SIPD 

1.2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat 

Daerah 

1.2.1. analisis gambaran pelayanan; 

1.2.2. analisis permasalahan;  

1.2.3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;  

1.2.4. analisis isu strategis;  

1.2.5. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 

berdasarkan sasaran dan indikator serta target 

kinerja dalam rancangan awal RPJMD; 

1.2.6. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat 

Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta 

target kinerja Perangkat Daerah; dan  

1.2.7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator 

kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok 

sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Pera-

ngkat Daerah  

1.2.8. serta program dan pagu indikatif dalam rancangan 

awal RPJMD. 

1.3. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 

1.3.1. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas 

dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat 

Daerah. Hasil kesepakatan forum Perangkat Dae-

rah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam 

Berita Acara. 
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1.3.2. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurna-

kan berdasarkan Berita Acara. 

1.3.3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan 

oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala 

BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai 

bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan 

awal RPJMD.  

1.3.4. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancang-

an Renstra Perangkat Daerah. 

1.3.5. Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Pera-

ngkat Daerah menyempurnakan Rancangan Rens-

tra Perangkat Daerah. 

1.3.6. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah 

disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala 

Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA. 

 

1.4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat 

Daerah 

1.4.1. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 

dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berko-

ordinasi dengan BAPPEDA.  

1.4.2. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 

dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait 

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.  

1.4.3. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 

bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rang-

ka penajaman target kinerja sasaran, program dan 

kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah 

disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Dae-

rah. 

1.4.4. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah 

surat edaran Kepala Daerah diterima. 

1.4.5. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas 

Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara 

kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang 
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mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri 

Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah. 

1.5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 

1.5.1. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disam-

paikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala 

BAPPEDA untuk diverifikasi. 

1.5.2. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, 

BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi 

untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Pe-

rangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.  

1.5.3. Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Pera-

ngkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir 

Renstra Perangkat Daerah.  

1.5.4. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang 

telah disempurnakan disampaikan kembali oleh 

kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA 

untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perang-

kat Daerah. 

1.6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah 

1.6.1. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra 

Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada 

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk 

ditetapkan dengan Perkada. 

1.6.2. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Per-

kara, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan 

Daerah tentang RPJMD ditetapkan. 

 

 

2. Sistematika Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Isi dari dokumen Renstra, disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 
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Tabel 6. Sistematika Penyusunan Renstra Perangkat daerah 

BAB Sistematika Keterangan 

I PENDAHULUAN  

A Latar Belakang Mengemukakan secara 

ringkas pengertian Renstra 

Perangkat Daerah, fungsi 

Renstra Perangkat Daerah 

dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah, pro-

ses penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah, keter-

kaitan Renstra Perangkat 

Daerah dengan RPJMD, 

Renstra K/L dan Renstra 

provinsi/kabupaten/kota, 

dan dengan Renja Perang-

kat Daerah. 

B Landasan Hukum Memuat penjelasan ten-

tang undang-undang, pera-

turan pemerintah, Peratu-

ran Daerah, dan ketentuan 

peraturan lainnya yang me-

ngatur tentang struktur 

organisasi, tugas dan fung-

si, kewenangan Perangkat 

Daerah, serta pedoman 

yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan 

dan penganggaran Perang-

kat Daerah. 

 

C Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tenta-

ng maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renstra Pera-

ngkat Daerah. 

D Sistematika Penulisan Menguraikan pokok baha-
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san dalam penulisan Rens-

tra Perangkat Daerah, serta 

susunan garis besar isi 

dokumen. 

II GAMBARAN 

PELAYANAN 

PERANGKAT 

DAERAH 

Memuat informasi tentang 

peran (tugas dan fungsi) 

Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, me-

ngulas secara ringkas apa 

saja sumber daya yang 

dimiliki Perangkat Daerah 

dalam penyelenggaraan tu-

gas dan fungsinya, menge-

mukakan capaian-capaian 

penting yang telah dihasil-

kan melalui pelaksanaan 

Renstra Perangkat Daerah 

periode sebelumnya, me-

ngemukakan capaian pro-

gram prioritas Perangkat 

Daerah yang telah dihasil-

kan melalui pelaksanaan 

RPJMD periode sebelum-

nya, dan mengulas hamba-

tan-hambatan utama yang 

masih dihadapi dan dinilai 

perlu diatasi melalui Rens-

tra Perangkat Daerah ini. 

 

A Tugas, Fungsi, dan 

Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah 

Memuat penjelasan umum 

tentang dasar hukum pem-

bentukan Perangkat Dae-

rah, struktur organisasi 
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Perangkat Daerah, serta 

uraian tugas dan fungsi 

sampai dengan satu eselon 

dibawah kepala Perangkat 

Daerah. Uraian tentang 

struktur organisasi Perang-

kat Daerah ditujukan untuk 

menunjukkan organisasi, 

jumlah personil, dan tata 

laksana Perangkat Daerah 

(proses, prosedur, meka-

nisme). 

B Sumber Daya 

Perangkat Daerah 

Memuat penjelasan ringkas 

tentang macam sumber 

daya yang dimiliki Perang-

kat Daerah dalam menja-

lankan tugas dan fungsi-

nya, mencakup sumber 

daya manusia, asset/mo-

dal, dan unit usaha yang 

masih operasional. 

C Kinerja Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Bagian ini menunjukkan 

tingkat capaian kinerja Pe-

rangkat Daerah berdasar-

kan sasaran/target Renstra 

Perangkat Daerah periode 

sebelumnya, menurut SPM 

untuk urusan wajib, dan/ 

atau indikator kinerja pela-

yanan Perangkat Daerah 

dan/atau indikator lainnya 

seperti MDG’s atau indika-

tor yang telah diratifikasi 

oleh pemerintah. 
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D Tantangan dan 

Peluang 

Pengembangan 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Bagian ini mengemukakan 

hasil analisis terhadap 

Renstra K/L dan Renstra 

Perangkat Daerah kabupa-

ten/kota (untuk provinsi) 

dan Renstra Perangkat 

Daerah provinsi (untuk ka-

bupaten/kota), hasil telaa-

han terhadap RTRW, dan 

hasil analisis terhadap 

KLHS yang berimplikasi se-

bagai tantangan dan pelu-

ang bagi pengembangan 

pelayanan Perangkat Dae-

rah pada lima tahun men-

datang. Bagian ini menge-

mukakan macam pelaya-

nan, perkiraan besaran 

kebutuhan pelayanan, dan 

arahan lokasi pengemba-

ngan pelayanan yang dibu-

tuhkan. 

III PERMASALAHAN 

DAN ISU-ISU 

STRATEGIS 

PERANGKAT 

DAERAH 

 

A Identifikasi 

Permasalahan 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dikemuka-

kan permasalahan-perma-

salahan pelayanan Perang-

kat Daerah beserta faktor-

faktor yang mempengaruhi-

nya. Identifikasi permasala-

han. 



70 | Integrasi dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip)... 

 
BAB Sistematika Keterangan 

B Telaahan Visi, Misi, 

dan Program Kepala 

daerah dan wakil 

kepala daerah Terpilih 

Bagian ini mengemukakan 

apa saja tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah yang ter-

kait dengan visi, misi, serta 

program kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih. 

Selanjutnya berdasarkan 

identifikasi permasalahan 

pelayanan Perangkat Dae-

rah dipaparkan apa saja 

faktor-faktor penghambat 

dan pendorong pelayanan 

Perangkat Daerah yang da-

pat mempengaruhi penca-

paian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala 

daerah tersebut. Faktor-

faktor inilah yang kemudian 

menjadi salah satu bahan 

perumusan isu strategis pe-

layanan Perangkat Daerah. 

C Telaahan Renstra K/L 

dan Renstra  

Bagian ini mengemukakan 

apa saja faktor-faktor peng-

hambat ataupun faktor-fak-

tor pendorong dari pelaya-

nan Perangkat Daerah yang 

mempengaruhi permasala-

han pelayanan Perangkat 

Daerah ditinjau dari sasa-

ran jangka menengah 

Renstra K/L ataupun Rens-

tra Perangkat Daerah pro-

vinsi/kabupaten/kota. 
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IV TUJUAN DAN 

SASARAN 

 

A Tujuan dan sasaran 

Jangka Menengah 

Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dikemuka-

kan rumusan pernyataan 

tujuan dan sasaran jangka 

menengah Perangkat Dae-

rah. 

Pernyataan tujuan dan sa-

saran jangka menengah 

Perangkat Daerah beserta 

indikator kinerjanya. 

V STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemuka-

kan rumusan pernyataan 

strategi dan arah kebijakan 

Perangkat Daerah dalam 

lima tahun mendatang yang 

dapat menunjukkan rele-

vansi dan konsistensi antar 

pernyataan visi dan misi 

RPJMD periode berkenaan 

dengan tujuan, sasaran, 

strategi, dan arah kebijakan 

Perangkat Daerah. Jika ter-

dapat pernyataan strategi 

atau arah kebijakan yang 

tidak relevan dan tidak kon-

sisten dengan pernyataan 

lainnya, maka diperlukan 

perbaikan dalam proses 

perumusan strategi dan 

arah kebijakan tersebut. 

VI RENCANA PROGRAM 

DAN KEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemuka-

kan rencana program dan 

kegiatan, indikator kinerja, 
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kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif. 

VII KINERJA 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN 

Pada bagian ini dikemuka-

kan indikator kinerja Pera-

ngkat Daerah yang secara 

langsung menunjukkan ki-

nerja yang akan dicapai 

Perangkat Daerah dalam 

lima tahun mendatang se-

bagai komitmen untuk men-

dukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD. 

VIII PENUTUP  

 

F. Tatacara Penyusunan Dokumen RKPD 

 

1. Prosedur Penyusunan RKPD 

Tahapan penyusunan RKPD dapat diuraikan dalam gam-

bar prosedur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut: 

 
Gambar 10. Prosedur Penyusunan RKPD 
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Setiap tahapan di atas dapat dijelaskan sub tahapan 

sebagai berikut: 

1.1. Tahap Persiapan Penyusunan RKPD 

1.1.1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah 

tentang pembentukan tim penyusun RKPD;  

1.1.2. orientasi mengenai RKPD;  

1.1.3. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan  

1.1.4. penyiapan data dan informasi perencanaan pemba-

ngunan Daerah berdasarkan SIPD. 

1.2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 

1.2.1. Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada 

minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun se-

belum tahun rencana. Rancangan awal RKPD diba-

has bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan 

pemangku kepentingan dalam forum konsultasi 

publik untuk memperoleh masukan dan saran pe-

nyempurnaan. Masukan dan saran, dirumuskan da-

lam berita acara kesepakatan dan ditandatangani 

oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Dae-

rah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada 

konsultasi publik. 

1.2.2. BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD 

berdasarkan berita acara kesepakatan. 

1.2.3. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD, 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah 

untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan pe-

nyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat 

Daerah.  

1.2.4. BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala 

Daerah kepada kepala Perangkat Daerah. Surat 

edaran, memuat agenda penyusunan RKPD, pelak-

sanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat 

Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu pe-

nyampaian rancangan awal Renja Perangkat Dae-

rah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.  
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1.2.5. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Ran-

cangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan 

surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman 

penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat 

Daerah. 

1.2.6. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dibahas 

dengan pemangku kepentingan dalam forum Pera-

ngkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk mem-

peroleh saran dan pertimbangan.  

1.2.7. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disem-

purnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Dae-

rah/lintas Perangkat Daerah. 

1.2.8. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan ranca-

ngan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA 

untuk diverifikasi. Verifikasi sebagaimana, untuk 

memastikan kesesuaian rancangan awal Renja 

Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD. 

1.3. Tahap Penyusunan Rancangan RKPD 

1.3.1. Penyusunan rancangan RKPD Provinsi adalah pro-

ses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi 

berdasarkan: rancangan awal Renja seluruh Pera-

ngkat Daerah yang telah diverifikasi; dan hasil pe-

nelaahan terhadap rancangan awal RKP dan pro-

gram strategis nasional. Penyusunan rancangan 

RKPD diselesaikan paling lambat minggu kedua 

bulan Maret. 

1.3.2. BAPPEDA Provinsi mengajukan rancangan RKPD, 

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam 

rangka memperoleh persetujuan terhadap: Ranca-

ngan RKPD provinsi; dan pelaksanaan Musrenbang 

RKPD. Penyampaian rancangan RKPD. 

1.3.3. Gubernur menyampaikan surat edaran tentang 

rancangan RKPD Provinsi kepada bupati/wali kota. 

Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), paling lambat pada minggu ketiga 

bulan Maret. 
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1.3.4. Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota 

adalah proses penyempurnaan rancangan awal 

RKPD kabupaten/kota disempurnakan berdasarkan: 

rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah 

kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan hasil 

penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, 

RKP dan program strategis nasional. Penyusunan 

Rancangan RKPD kabupaten/kota diselesaikan 

paling lambat minggu pertama bulan April. 

1.3.5. BAPPEDA kabupaten/kota mengajukan rancangan 

RKPD kabupaten/kota, kepada bupati/wali kota me-

lalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh 

persetujuan terhadap: rancangan RKPD kabupaten/ 

kota; dan pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupa-

ten/kota.  

1.4. Pelaksanaan Musrenbang  

1.4.1. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan 

Musrenbang RKPD provinsi. Musrenbang RKPD 

provinsi, dihadiri oleh para pemangku kepentingan. 

Musrenbang RKPD provinsi, dilaksanakan paling 

lambat pada minggu kedua bulan April. 

1.4.2. Hasil Musrenbang RKPD provinsi dirumuskan da-

lam berita acara kesepakatan dan ditandatangani 

oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepenti-

ngan yang hadir Musrenbang RKPD provinsi. 

1.4.3. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan 

Musrenbang RKPD kabupaten/kota., dihadiri oleh 

para pemangku kepentingan. Pelaksanaan Musren-

bang RKPD kabupaten/kota, terdiri atas: Musren-

bang RKPD kabupaten/kota; dan Musrenbang 

RKPD kabupaten/kota di kecamatan. Musrenbang 

RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada 

minggu keempat bulan Maret. 

1.4.4. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan 

dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani 
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oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan 

yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten/ 

kota. 

1.4.5. Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota di keca-

matan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan 

dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pe-

mangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang 

RKPD kabupaten/kota di kecamatan. Berita acara 

kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Mus-

renbang Daerah kabupaten/kota dan masukan 

penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota. 

1.5. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RKPD 

1.5.1. Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan pro-

ses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi 

menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasar-

kan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang 

RKPD provinsi. 

1.5.2. Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota 

merupakan proses penyempurnaan rancangan 

RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir 

RKPD kabupaten/kota berdasarkan berita acara ke-

sepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/ 

kota. 

1.5.3. Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Sek-

retaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala 

Perangkat Daerah. Pembahasan paling lambat 1 

(satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang 

RKPD. Rancangan akhir diselesaikan paling lambat 

pada akhir bulan Mei. 

1.5.4. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dija-

dikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perka-

da tentang RKPD.  

1.5.5. Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan ran-

cangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri 

melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Dae-
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rah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA 

provinsi untuk difasilitasi. Fasilitasi, dilakukan paling 

lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima 

secara lengkap. Hasil fasilitasi disampaikan dalam 

bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina 

Pembangunan Daerah sebagai bahan penyempur-

naan rancangan perkada tentang RKPD provinsi. 

Hasil fasilitasi disampaikan dalam bentuk surat 

gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi sebagai 

bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang 

RKPD kabupaten/kota. 

1.6. Tahap Penetapan RKPD 

1.6.1. Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah 

disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah 

untuk persetujuan untuk penetapan dan pengunda-

ngan. disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu 

setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada 

tentang RKPD. 

1.6.2. Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan. Bupati/wali 

kota menetapkan Peraturan Bupati/ Wali Kota tenta-

ng RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) 

minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. 

 

2. Sistematika Penyusunan RKPD 

Isi dari dokumen RKPD, disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Sistematika Penyusunan RKPD 

BAB Sistematika Keterangan 

I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan 

mengenai gambaran umum 

penyusunan dokumen 

RKPD agar substansi pada 
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BAB Sistematika Keterangan 

bab-bab berikutnya dapat 

dipahami dengan baik. 

A Latar Belakang Mengemukakan pengertian 

ringkas tentang RKPD, pro-

ses penyusunan RKPD, 

kedudukan RKPD tahun 

rencana dalam periode do-

kumen RPJMD, keterkaitan 

antara dokumen RKPD de-

ngan dokumen RPJMD, 

Renstra Perangkat Daerah, 

Renja Perangkat Daerah 

serta tindaklanjutnya de-

ngan proses penyusunan 

RAPBD. 

B Dasar Hukum 

Penyusunan 

Memberikan uraian ringkas 

tentang dasar hukum yang 

digunakan dalam penyusu-

nan RKPD, baik yang ber-

skala nasional, maupun lo-

kal. Dalam hal ini kalau di 

daerah telah diterbitkan Pe-

raturan Daerah atau Pera-

turan Kepala Daerah yang 

mengatur tentang perenca-

naan dan penganggaran 

ataupun tentang tata cara 

penyusunan dokumen pe-

rencanaan dan pelaksana-

an musrenbang, perlu di-

cantumkan. 

Pada subbab ini tidak perlu 

semua peraturan perunda-

ng-undangan dicantumkan, 

melainkan cukup pada pe-
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BAB Sistematika Keterangan 

raturan perundang-unda-

ngan yang memuat ketentu-

an secara langsung terkait 

dengan penyusunan RKPD. 

C Hubungan antar 

Dokumen 

Bagian ini menjelaskan hu-

bungan RKPD dengan 

dokumen lain yang relevan 

beserta penjelasannya. Ke-

terhubungan dengan doku-

men lain, seperti: RPJMD 

Prov/Kab/Kota, 

RKP/program strategis na-

sional, dan RKPD Provinsi 

untuk penyusunan RKPD 

Kab/kota. 

D Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas 

tentang tujuan penyusunan 

dokumen RKPD bagi dae-

rah yang bersangkutan dan 

sasaran penyusunan doku-

men RKPD bagi daerah 

yang bersangkutan. 

E Sistdmatika Dokumen 

RKPD 

Mengemukakan organisasi 

penyusunan dokumen 

RKPD terkait dengan pe-

ngaturan bab serta garis 

besar isi setiap bab dida-

lamnya 

BAB 

II 

GAMBARAN UMUM 

KONDISI DAERAH 

Evaluasi pelaksanaan 

RKPD tahun lalu mengurai-

kan tentang hasil evaluasi 

RKPD tahun lalu, selain itu 

juga memperhatikan doku-

men RPJMD dan dokumen 
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BAB Sistematika Keterangan 

RKPD tahun berjalan seba-

gai bahan acuan. 

A Kondisi Umum Daerah Bagian ini sangat penting 

untuk menjelaskan dan me-

nyajikan secara logis dasar-

dasar analisis, gambaran 

umum kondisi daerah yang 

meliputi aspek geografi dan 

demografi serta indikator 

kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Sub 

bab ini memuat beberapa 

bahasan dibawah ini: 

1 Aspek Geografi dan 

Demografi 

Diisi sesuai dengan kondisi 

umum geografis mengenai 

kondisi geografi daerah, po-

tensi pengembangan wila-

yah, dan wilayah rawan 

bencana 

2 Aspek Kesejahteraan 

Masyarakat 

Diisi sesuai dengan kondisi 

umum kesejahteraan ma-

syarakat sebagai bagian 

dari indikator kinerja pem-

bangunan secara keseluru-

han. Indikator yang telah 

diolah dalam tahap perumu-

san dapat ditampilkan da-

lam bentuk tabel atau gam-

bar yang disertai dengan 

penjelasan dan analisis, 

khususnya indikator yang 

paling dapat menjelaskan 

kondisi dan perkembangan 

kesejahteraan masyarakat. 

Lebih lanjut dijelaskan ten-
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BAB Sistematika Keterangan 

tang fokus kesejahteraan 

dan pemerataan ekonomi, 

fokus kesejahteraan sosial, 

fokus seni budaya dan 

olahraga. 

3 Aspek Pelayanan 

Umum 

Diisi sesuai dengan kondisi 

umum aspek pelayanan 

umum sebagai bagian dari 

indikator kinerja pembangu-

nan secara keseluruhan. 

Indikator yang telah diolah 

dalam tahap perumusan 

dapat ditampilkan dalam 

bentuk tabel atau gambar 

yang disertai dengan pen-

jelasan dan analisis, khu-

susnya indikator yang pali-

ng dapat menjelaskan 

kondisi dan perkembangan 

aspek pelayanan umum. 

Lebih lanjut dijelaskan ten-

tang fokus urusan layanan 

wajib dan pilihan, serta 

fungsi penunjang urusan 

pemerintahan. 

4 Aspek Daya Saing 

Daerah 

Diisi sesuai dengan kondisi 

umum aspek daya saing 

daerah sebagai bagian dari 

indikator kinerja pembangu-

nan secara keseluruhan. 

Indikator yang telah diolah 

dalam tahap perumusan 

dapat ditampilkan dalam 

bentuk tabel atau gambar 



82 | Integrasi dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip)... 

 
BAB Sistematika Keterangan 

yang disertai dengan penje-

lasan dan analisis, khusus-

nya indikator yang paling 

dapat menjelaskan kondisi 

dan perkembangan aspek 

daya saing daerah. Lebih 

lanjut dijelaskan tentang 

fokus kemampuan ekonomi 

daerah, fokus fasilitas wila-

yah/infrastruktur, fokus iklim 

berinvestasi, dan fokus 

sumberdaya manusia. 

B Evaluasi Pelaksanaan 

Program dan Kegiatan 

RKPD sampai Tahun 

Berjalan dan Realisasi 

RPJMD 

Mencakup telaahan terha-

dap hasil evaluasi status 

dan kedudukan pencapaian 

kinerja pembangunan dae-

rah, berdasarkan rekapitu-

lasi hasil evaluasi pelaksa-

naan program dan kegiatan 

RKPD tahun lalu dan reali-

sasi RPJMD yang bersum-

ber dari telaahan hasil eva-

luasi pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah tahun 

lalu dan realisasi Renstra 

Perangkat Daerah oleh ma-

sing-masing Perangkat 

Daerah dan/atau dari lapo-

ran pertanggung jawaban 

APBD menurut tahun-tahun 

yang berkenaan. 

C Permasalahan 

Pembangunan Daerah 

Permasalahan pembangu-

nan daerah berisi uraian ru-

musan umum permasala-

han pembangunan yang 



Antonius Kustoro Yuni Dewanto, SE, MA, Ak, CRMP | 83 

 

 
 

BAB Sistematika Keterangan 

berhubungan dengan priori-

tas pembangunan daerah, 

dan permasalahan lainnya 

yang berhubungan dengan 

layanan dasar dan tugas 

fungsi Perangkat Daerah. 

1 Permasalahan daerah 

yang berhubungan 

dengan prioritas dan 

sasaran pembangunan 

daerah 

Suatu permasalahan dae-

rah dianggap memiliki nilai 

prioritas jika berhubungan 

dengan tujuan dan sasaran 

pembangunan pada 

RPJMD di tahun rencana 

serta prioritas lain dari kebi-

jakan nasional/provinsi yang 

bersifat mandatori. 

2 Identifikasi 

Permasalahan 

penyelenggaraan 

urusan pemerintah 

daerah 

Permasalahan pada bagian 

ini merupakan permasala-

han pembangunan yang di-

buat tiap urusan yang me-

nyangkut layanan dasar dan 

tugas/fungsi tiap Perangkat 

Daerah. Identifikasi perma-

salahan menjelaskan apa 

yang menjadi masalah di-

masa lalu dan masa men-

datang serta gambaran so-

lusi yang ditawarkan. Per-

masalahan penyelenggara-

an urusan pemerintahan 

daerah harus konsisten de-

ngan permasalahan yang 

dijabarkan dalam permasa-

lahan perangkat daerah 

pada Renja Perangkat Dae-
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BAB Sistematika Keterangan 

rah. 

III KERANGKA 

EKONOMI DAERAH 

DAN KEUANGAN 

DAERAH 

Memuat penjelasan tentang 

kondisi ekonomi tahun lalu 

dan perkiraan tahun berja-

lan, yang antara lain men-

cakup indikator pertumbu-

han ekonomi daerah, sum-

bersumber pendapatan dan 

kebijakan pemerintah dae-

rah yang diperlukan dalam 

pembangunan perekonomi-

an daerah meliputi penda-

patan daerah, belanja dae-

rah dan pembiayaan dae-

rah. 

A Arah Kebijakan 

Ekonomi Daerah 

Mengemukakan tentang 

arahan nasional dibidang 

ekonomi yang bersumber 

dari dokumen RKP (Nasio-

nal), juga kebijakan dibida-

ng ekonomi dalam doku-

men RPJMD provinsi/kabu-

paten/kota. 

Arah kebijakan ekonomi 

daerah ditujukan untuk me-

ngimplementasikan pro-

gram dan mewujudkan visi 

dan misi Kepala Daerah, 

serta permasalahan dae-

rah, sebagai payung untuk 

perumusan prioritas pro-

gram dan kegiatan pemba-

ngunan yang akan dilaksa-

nakan pada tahun rencana. 
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BAB Sistematika Keterangan 

B Arah Kebijakan 

Keuangan Daerah 

Berisikan uraian mengenai 

kebijakan yang akan ditem-

puh oleh Pemerintah Dae-

rah berkaitan dengan pen-

dapatan daerah, pembiaya-

an daerah dan belanja dae-

rah. 

IV SASARAN DAN 

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Mengemukakan secara 

eksplisit perumusan priori-

tas dan sasaran pembangu-

nan daerah berdasarkan 

hasil analisis terhadap hasil 

evaluasi pelaksanaan 

RKPD tahun lalu dan capai-

an kinerja yang direncana-

kan dalam RPJMD, identifi-

kasi permasalahan ditingkat 

daerah dan nasional, ranca-

ngan kerangka ekonomi 

daerah beserta kerangka 

pendanaan. 

A Tujuan dan Sasaran 

Pembangunan 

Menjelaskan tentang hubu-

ngan visi/misi dan tujuan/ 

sasaran pembangunan 5 

(lima) tahunan yang diambil 

dari dokumen RPJMD. 

B Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Tahun 

(n) 

Suatu prioritas pembangu-

nan daerah tahun (n) pada 

dasarnya adalah gambaran 

prioritas pembangunan ta-

hun rencana yang diambil 

dan dikaitkan dengan pro-

gram pembangunan daerah 

(RPJMD) tahun rencana. 
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BAB Sistematika Keterangan 

V RENCANA KERJA 

DAN PENDANAAN 

DAERAH 

Mengemukakan secara 

eksplisit rencana program 

dan kegiatan prioritas dae-

rah yang disusun berdasar-

kan evaluasi pembangunan 

tahunan, kedudukan tahun 

rencana (RKPD) dan capai-

an kinerja yang direncana-

kan dalam RPJMD. Renca-

na program dan kegiatan 

prioritas harus mewakili 

aspirasi dan kepentingan 

masyarakat. 

VI KINERJA 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Penetapan indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerin-

tahan daerah bertujuan un-

tuk memberi panduan da-

lam pencapaian kinerja 

tahunan yang ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja 

Utama (IKU) maupun Indi-

kator Kinerja Kunci (IKK) 

pada akhir tahun perenca-

naan. 

VII PENUTUP  

 

G. Tatacara Penyusunan Dokumen Renja 

 

1. Prosedur Penyusunan Dokumen Renja 

Tahapan penyusunan Renja dapat diuraikan dalam gam-

bar prosedur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang me-

libatkan berbagai pemenagku kepentingan sebagai berikut: 
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Gambar 11. Prosedur Penyusunan Renja 

 

1.1. Tahap Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

1.1.1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah 

tentang pembentukan tim penyusun Renja Perang-

kat Daerah; 

1.1.2.  orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;  

1.1.3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja 

Perangkat Daerah; dan  

1.1.4. penyiapan data dan informasi perencanaan pemba-

ngunan Daerah berdasarkan SIPD. 

1.2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 

1.2.1. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Ren-

ja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama 

bulanDesember.  

1.2.2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Dae-

rah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, 

hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 

lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Dae-

rah tahun berjalan. 
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1.2.3. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disem-

purnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah. 

1.2.4. diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala 

BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas 

Perangkat Daerah. 

1.3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah 

1.3.1. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah 

merupakan proses penyempurnaan rancangan awal 

Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran 

Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan 

Renja Perangkat Daerah. 

1.3.2. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan 

disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lin-

tas perangkat Daerah.  

1.3.3. Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi di-

sampaikan kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk 

diverifikasi dan dijadikasebagai bahan penyempur-

naan rancangan awal RKPD menjadi rancangan 

RKPD.  

1.3.4. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan 

paling lambat minggu pertama bulan Maret. 

1.3.5. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/ 

kota disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kabu-

paten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai 

bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD 

menjadi rancangan RKPD.  

1.3.6. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan 

paling lambat minggu ketiga bulan Maret. 

1.3.7. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap ranca-

ngan Renja Perangkat Daerah dan Verifikasi, harus 

dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Dae-

rah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. 

1.3.8. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal 

yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampai-

kan saran dan rekomendasi penyempurnaan ranca-
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ngan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat 

Daerah. 

1.3.9. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempur-

naan, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan 

Rancangan Renja Perangkat Daerah.  

1.3.10. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah 

disempurnakan sebagaimana disampaikan kembali 

oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala 

BAPPEDA. 

1.3.11. Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah pali-

ng lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian 

rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAP-

PEDA. 

1.4. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah 

1.4.1 Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 

dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berko-

ordinasi dengan BAPPEDA.  

1.4.2 Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 

dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait 

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

1.4.3 Pembahasan dengan pemangku kepentingan  

1.4.4 Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah 

surat edaran Kepala Daerah diterima. 

1.4.5 Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat 

Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Pera-

ngkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kese-

pakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewa-

kili pemangku kepentingan yang menghadiri forum 

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. 

1.5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah 

1.5.1. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Dae-

rah merupakan proses penyempurnaan rancangan 

Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir 

Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada ten-

tang RKPD.  



90 | Integrasi dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip)... 

 
1.5.2. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah. 

1.6. Penetapan Renja Perangkat Daerah 

1.6.1. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disam-

paikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala 

BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Ren-

ja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 

(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD dite-

tapkan. 

1.6.2. Verifikasi, harus dapat menjamin program, kegiatan 

dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras 

dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 

dan Renja Perangkat Daerah lainnya.  

1.6.3. Dalam hal hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu 

disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran 

dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir 

Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Dae-

rah.  

1.6.4. Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Pera-

ngkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir 

Renja Perangkat Daerah.  

1.6.5. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang 

telah disempurnakan disampaikan kembali oleh ke-

pala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA. 

1.6.6. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah pe-

nyampaian rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah. 

1.6.7. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir 

Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah 

untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Ren-

ja Perangkat Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. 
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2. Sistematika Penyusunan Dokumen Renja Perangkat 

Daerah 

Isi dari dokumen Renja, disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Sistematika Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

BAB Sistematika Keterangan 

I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan me-

ngenai gambaran umum pe-

nyusunan rancangan Renja Pe-

rangkat Daerah agar substansi 

pada bab-bab berikutnya dapat 

dipahami dengan baik. 

A Latar Belakang Mengemukakan pengertian 

ringkas tentang Renja Perang-

kat Daerah, proses penyusu-

nan Renja Perangkat Daerah, 

keterkaitan antara Renja Pera-

ngkat Daerah dengan dokumen 

RKPD, Renstra Perangkat 

Daerah. 

B Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang 

undang-undang, peraturan pe-

merintah, peraturan daerah, 

dan ketentuan peraturan lain-

nya yang mengatur tentang 

SOTK, kewenangan Perangkat 

Daerah, serta pedoman yang 

dijadikan acuan dalam penyu-

sunan perencanaan dan pe-

nganggaran Perangkat Daerah. 

C Maksud dan 

Tujuan 

Memuat penjelasan tentang 

maksud dan tujuan dari penyu-

sunan Renja Perangkat Dae-

rah. 
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BAB Sistematika Keterangan 

D Sistematika 

Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan 

dalam penulisan Renja Perang-

kat Daerah, serta susunan 

garis besar isi dokumen. 

II HASIL 

EVALUASI 

RENJA 

PERANGKAT 

DAERAH TAHUN 

LALU 

 

A Evaluasi 

Pelaksanaan 

Renja Perangkat 

Daerah Tahun 

Lalu dan Capaian 

Renstra 

Perangkat 

Daerah 

Review hasil evaluasi evaluasi 

pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah tahun lalu, dan realisasi 

Renstra Perangkat Daerah me-

ngacu pada hasil laporan kiner-

ja tahunan Perangkat Daerah 

dan/atau realisasi APBD untuk 

Perangkat Daerah yang bersa-

ngkutan. 

B Analisis Kinerja 

Pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Berisikan kajian terhadap ca-

paian kinerja pelayanan Pera-

ngkat Daerah berdasarkan indi-

kator kinerja yang sudah diten-

tukan dalam NSPK dan SPM, 

maupun terhadap IKK. 

C Review terhadap 

Rancangan Awal 

RKPD 

Berisikan uraian mengenai: 

Proses yang dilakukan yaitu 

membandingkan antara ranca-

ngan awal RKPD dengan hasil 

analisis kebutuhan, Penjelasan 

mengenai alasan proses terse-

but dilakukan; Penjelasan te-

muan-temuan setelah proses 

tersebut dan catatan penting 

terhadap perbedaan dengan 
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BAB Sistematika Keterangan 

rancangan awal RKPD, misal-

nya: terdapat rumusan program 

dan kegiatan baru yang tidak 

terdapat di rancangan awal 

RKPD, atau program dan ke-

giatan cocok namun besaran-

nya berbeda. 

D Penelaahan 

Usulan Program 

dan Kegiatan 

Masyarakat 

Dalam bagian ini diuraikan ha-

sil kajian terhadap program/ke-

giatan yang diusulkan para 

pemangku kepentingan, baik 

dari kelompok masyarakat ter-

kait langsung dengan pelaya-

nan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi mau-

pun dari Perangkat Daerah 

kabupaten/kota yang langsung 

ditujukan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi maupun ber-

dasarkan hasil pengumpulan 

informasi Perangkat Daerah 

provinsi dari penelitian lapa-

ngan dan pengamatan pelaksa-

naan musrenbang kabupaten/ 

kota (bila sudah dilakukan). 

Deskripsi yang perlu disajikan 

dalam subbab ini, antara lain: 

Penjelasan tentang proses 

bagaimana usulan program/ke-

giatan usulan pemangku ke-

pentingan tersebut diperoleh; 

Penjelasan kesesuaian usulan 

tersebut dikaitkan dengan isu-

isu penting penyelenggaraan 
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BAB Sistematika Keterangan 

tugas pokok dan fungsi Pera-

ngkat Daerah. 

III TUJUAN DAN 

SASARAN 

PERANGKAT 

DAERAH 

 

A Telaahan 

terhadap 

Kebijakan 

Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan 

nasional dan sebagaimana di-

maksud, yaitu penelaahan yang 

menyangkut arah kebijakan 

dan prioritas pembangunan na-

sional dan yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi Pera-

ngkat Daerah. 

B Tujuan dan 

sasaran Renja 

Perangkat 

Daerah; 

Perumusan tujuan dan sasaran 

didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang dikaitkan dengan 

sasaran target kinerja Renstra 

Perangkat Daerah. 

C Program dan 

Kegiatan 

Berisikan penjelasan menge-

nai: Faktor-faktor yang menjadi 

bahan petimbangan terhadap 

rumusan program dan kegia-

tan; Uraian garis besar menge-

nai rekapitulasi program dan 

kegiatan, antara lain; Penjela-

san jika rumusan program dan 

kegiatan tidak sesuai dengan 

rancangan awal RKPD, baik 

jenis program/kegiatan, pagu 

indikatif, maupun kombinasi 

keduanya. 
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BAB Sistematika Keterangan 

IV RENCANA 

KERJA DAN 

PENDANAAN 

PERANGKAT 

DAERAH 

Berisikan Program dan kegia-

tan bererta ukuran kinerja dan 

pendanaannya. 

V PENUTUP  
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BAB IV 
PENERAPAN DOKUMEN PENGANGGARAN 

DAERAH SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN 

PERJANJIAN KINERJA  

 

 

A. Pengertian 

State Budget menurut John F. Due, dalam buku ”Govern-

ment Finance and economic analysis”: anggaran adalah istilah 

umum berupa perencananan keuangan selama periode terten-

tu. Sehingga anggaran pemerintah adalah usulan pendapatan 

dan belanja untuk periode yang akan datang, bersama pe-

nyampaian realisasi pendapatan dan belanja tahun berjalan 

dan tahun lalu (Renyowijoyo, 2013). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pe-

merintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keua-

ngan Negara). 

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah ha-

rus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan penge-

luaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan 

tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan penge-

luaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau 

tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupa-

kan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun 

anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pen-

dapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. 

Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk me-

menuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula 

semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani dae-

rah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai 

jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka 
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APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, peme-

riksaan dan pengawasan keuangan daerah. 

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran 

APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 

tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendali-

an, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan ber-

dasarkan kerangka waktu tersebut. 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu 

sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil 

kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input 

yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam 

APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang 

dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan 

dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah dite-

tapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang diang-

garkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. 

Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran 

belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran ha-

rus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerima-

an dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melaku-

kan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD 

apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk 

membiayai pengeluaran tersebut. 

 

B. Ruang Lingkup Dokumen Penganggaran Daerah 

1. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang penda-

patan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang men-

dasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjut-

nya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan 

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perang-

kat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 
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3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan ke-

giatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan APBD. 

4. APBD merupakan perencanaan keuangan daerah selama 

satu tahun anggaran. 

5. DPA adalah dokumen Pelaksanaan anggaran yang disah-

kan oleh PPKD sebagai dasar untuk melaksanaan APBD 

pada Perangkat daerah. 

 

C. Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Berbasis 

Kinerja  

Komponen APBD yang berkaitan dengan kinerja adalah 

belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran 

dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana 

lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Berdasarkan Pasal 24 Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006, belanja daerah dapat dirinci menurut urusan pemerinta-

han daerah; 

Belanja daerah yang dipergunakan untuk mendanai 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

provinsi atau kabupaten/kota, terdiri dari: 

1. urusan wajib; dan urusan pilihan; dan urusan yang pena-

nganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat 

dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Be-

lanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk 
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melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masya-

rakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, 

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan 

melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelaya-

nan minimal sesuai dengan peraturan perundang-unda-

ngan. 

2. organisasi; Klasifikasi belanja menurut organisasi, disesu-

aikan dengan susunan organisasi pada masing-masing 

pemerintah daerah. 

3. program dan kegiatan; Klasifikasi belanja menurut pro-

gram dan kegiatan, disesuaikan dengan urusan pemerin-

tahan yang menjadi kewenangan daerah. 

4. Kelompok;Klasifikasi belanja program dan kegaitan dike-

lompokkan pada kelompok belanja langsung. Belanja 

langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara lang-

sung oleh adanya program dan kegiatan yang direnca-

nakan. Jenis belanja langsung dapat berupa belanja 

pegawai/personalia, barang/jasa, pemeliharaan, dan 

belanja modal. Keberadaan belanja tersebut merupakan 

konsekuensi karena adanya program dan kegiatan dan 

mempunyai karakter bahwa masukan (alokasi belanja) 

dapat diukur dan diperbandingkan dengan keluarannya. 

 

Dapat disimpulkan anggaran yang dituntut menhasilkan 

kinerja nampak dari pengklasifikasian Belanja dari Urusan, 

Organisasi, Program, Kegiatan dan Kelompok serta Jenis seba-

gai berikut: 
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Tabel 9. Klasifikasi Belanja 

 
 

D. Tatacara Penyusunan Dokumen Penganggaran Daerah 

 

1. Dokumen Penganggaran: Kebijakan Umum APBD  

Setelah rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan, 

pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan umum APBD 

(KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) 

yang menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) 

SKPD. 

Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan 

RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan men-

teri dalam negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD 

yang ditetapkan menteri dalam negeri tersebut memuat antara 

lain: 

a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi 

kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; 

b.  prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun 

anggaran berkenaan; 

c. teknis penyusunan APBD; dan 

d. hal-hal khusus lainnya. 

 

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang 

terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah 

yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi be-

lanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diser-

tai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program dise-
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laraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat. Sedangkan asumsi yang mendasari adalah 

pertimbangan atas perkembangan ekonomi makro dan peruba-

han pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh peme-

rintah pusat. 

Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah diban-

tu oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang dipimpin 

oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun, 

disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator penge-

lola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat 

pada awal bulan Juni.  

Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada 

DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran 

berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan 

RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan 

oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA 

yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling 

lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

 

2. Dokumen Penganggaran: Prioritas dan Plafon Angga-

ran Sementara 

Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, 

pemerintah daerah menyusun rancangan prioritas dan plafon 

anggaran sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disu-

sun dengan tahapan sebagai berikut: 

a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan 

urusan pilihan; 

b. menentukan urutan program untuk masing-masing 

urusan; dan 

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-

masing program. 

 

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang 

telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat ming-

gu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan 

dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Ranca-
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ngan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi 

PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

KUA serta PPA yang telah disepakati, masing-masing 

dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani 

bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam 

hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat me-

nunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 

nota kepakatan KUA dan PPA. Dalam hal kepala daerah ber-

halangan tetap, penandatanganan nota kepakatan KUA dan 

PPA dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang 

berwenang. 

 

3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belan-

ja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana 

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai 

dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga 

memuat informasi tentang urusan pemerintah daerah, organisa-

si, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program 

dan kegiatan. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD di-

sampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 

Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan 

PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala dae-

rah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan 

kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat 

edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-

SKPD mencakup: 

a. Prioritas Plafon Anggaran yang dialokasikan untuk 

setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan 

pembiayaan; 

b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan 

kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pela-

yanan minimal yang ditetapkan; 

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; 
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d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari 

SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisi-

ensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusu-

nan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; 

dan 

e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode 

rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar 

belanja dan standar satuan harga. 

 

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusu-

nan RKASKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus 

tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pedoman tersebut, ke-

pala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun melalui 

pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, 

penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan presta-

si kerja. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja 

memperhatikan: 

a. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang 

akan dicapai dari program dan kegiatan yang direnca-

nakan dari setiap program dan kegiatan. 

b. Capaian Atau Target Kinerja 

Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja 

yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, 

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan. 

c. Analisis Standar Belanja 

Analisis standar belanja merupakan penilaian 

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan 

untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

d. Standar Satuan Harga 

Standar satuan harga merupakan harga satuan 

setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah 

yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 
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e. Standar Pelayanan Minimal 

Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur 

kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pe-

layanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. 

 

4. Dokumen Penganggaran: Raperda APBD 

Selanjutnya, berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun 

oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh 

TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah 

kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan 

maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan 

dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator 

kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, 

standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkro-

nisasi program dan kegiatan antar SKPD 

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat keti-

daksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-

SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampai-

kan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan pe-

raturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan kepa-

la daerah tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: 

a. ringkasan penjabaran APBD; 

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan dae-

rah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, 

obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembia-

yaan. 

 

5. Dokumen Penganggaran: Perda APBD 

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan dae-

rah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling 

lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran 

sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan 

persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD 

dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah ten-

tang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun 
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anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Penyampaian ran-

cangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keua-

ngan. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan 

daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersa-

ma, disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing dae-

rah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut berpe-

doman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama 

antara pemerintah daerah dan DPRD.  

Apabila DPRD sampai batas waktu 1 bulan sebelum ta-

hun anggaran berkenaan, tidak menetapkan persetujuan bersa-

ma dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan dae-

rah tentang APBD, maka kepala daerah melaksanakan penge-

luaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran 

sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.  

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap 

bulan tersebut, diprioritaskan untuk belanja yang bersifat me-

ngikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat 

mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus me-

nerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan 

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 

anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah 

belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendana-

an pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan 

kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak 

ketiga. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyi-

apkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 

APBD. 

Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD ber-

halangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan 

oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas 

kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD 

yang menandatangani persetujuan bersama. 

Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat 

dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari mendagri 

bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. Penyampaian 
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rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh penge-

sahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 

DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala 

daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. 

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 

mendagri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan 

kepala daerah tentang APBD, kepala daerah menetapkan ran-

cangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan 

kepala daerah. 

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan 

peraturan daerah tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD 

bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 

Sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pe-

ngambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan 

daerah tentang APBD. 

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada menteri 

dalam negeri bagi APBD provinsi dan kepada gubernur bagi 

APBD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah 

keputusan tersebut ditetapkan. Dalam hal pimpinan DPRD ber-

halangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD 

yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD. 

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah da-

lam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola 

dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan angga-

ran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan berikut 

ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

6. DPA SKPD 

Pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD dilaksanakan 

setelah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) 

ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah. 

Proses penetapan DPA-SKPD adalah sebagai berikut: 

a. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan 

daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan ke-
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pada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan 

DPA-SKPD. 

b. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak 

dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan 

untuk mencapaisasaran tersebut, dan rencana penari-

kan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diper-

kirakan. 

c. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD 

kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah 

pemberitahuan. 

d. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD ber-

sama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima 

belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran APBD. 

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan ran-

cangan DPASKPD dengan persetujuan sekretaris dae-

rah. 

f. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada 

kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. 

 

E. Perjanjian Kinerja 

Pada dasarnya DPA adalah produk akhir dari proses pe-

rencanaan, melalui DPA seluruh aktivitas keuangan baru dapat 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. DPA merupakan doku-

men penganggaran yang dapat digunakan untuk melakukan: 

a. Alat Otorisasi anggaran yaitu pimpinan organisasi 

pengguna anggaran dapat memerintah pembayaran 

atas plafond yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

b. Alat Pengawasan atas pelaksanaan anggaran sesuai 

dengan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek mata 

anggaran. 

 

Perjanjian kinerja dibuat berdasarkan Dokumen Pelaksa-

naan Anggaran (DPA), paling lambat satu minggu setelah DPA 
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disahkan perjanjian kinerja wajib diserahkan kepada Insatansi 

yang lebih tinggi Berdasarkan format DPA sesuai dengan per-

mendagri 13 tahun …….tentang……..di dalam DPA terdapat 

urusan pemerintahan, organisasi, program dan kegiatan, de-

ngan indikator kinerja: 

a. Indikator masukan; 

b. Indikator Keluaran; 

c. Indikator Capaian Program; 

d. Indikator Hasil. 

 

Tabel 10. Format Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

 
 

Perjanjian kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagu-

naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indo-

nesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanji-

an Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan orga-

nisasi yang lebih rendah untuk melaksnakan program/kegiatan 

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja 

terwujudlah komitmen pelaksanaan amanah berupa urusan 

kewenagan yang akan dijalankan pada tahun berkenaaan. 

Dalam struktur hirarki Pemerintah Daerah setidaknya ada 4 

tingkatan jabatan yang wajib membuat perjanjian kinerja, yaitu: 
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1. Eselon IV 

Eselon IV diperankan sebagai manajer opersional dan 

dalam praktik pengelolaan Keuangan Daerah diperankan seba-

gai Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan. Berdasarkan Format 

perjanjian kinerja SAKIP, maka eselon IV bertanggungjawab 

terhadap kegiatan dan indikator kinerja keluaran. Perjanjian 

kinerja eselon IV diperjanjiakn dengan atasannya yaitu eselon 

III. Format perjanjian kinerja adalah: 

 

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV 

No Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

 Diisi nama kegiatan 

dalam DPA 

Diisi tolok ukur 

kinerja keluaran 

dalam DPA 

Diisi target kinerja 

keluaran dalam DPA 

 

2. Eselon III 

Eselon III diperankan sebagai pimpinan menengah yang 

membawahi eselon IV memiliki fungsi mengendalikan program 

yang terdiri dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan eselon 

IV. Berdasarkan format perjanjian kinerja SAKIP, maka eselon 

III bertanggungjawab terhadap program dan indikator capaian 

program. Perjanjian kinerja eselon III diperjanjikan dengan ata-

sannya yaitu eselon II. Format perjanjian kinerja adalah: 

 

Tabel 12. Perjanjian Kinerja Eselon III 

No Program Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

 Diisi nama Program 

dalam DPA 

Diisi tolok ukur 

kinerja capian 

program dalam 

DPA 

Diisi target kinerja 

capaian program dalam 

DPA 

 

3. Pejabat Eselon II 

Eselon II diperankan sebagai pimpinan tinggi yang mem-

bawahi eselon III memiliki fungsi mengendalikan Kebijakan. 

Berdasarkan format perjanjian kinerja SAKIP, maka eselon II 
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bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran organisasi dan 

indikator hasil. Perjanjian kinerja eselon II diperjanjikan dengan 

atasannya yaitu Kepala Daerah. Format perjanjian kinerja ada-

lah: 

 

Tabel 13. Perjanjian Kinerja Eselon II 

No 
Sasaran 

Renstra/Renja 

Indikator 

Kinerja 
Target 

(1) (2) (3) (4) 

 Diisi nama sasaran 

pada Bab IV 

Renstra OPD atau 

Bab III Renja OPD 

Diisi tolok ukur 

kinerja Hasil 

dalam DPA 

atau indikator 

Sasaran 

Renstra pada 

Bab IV,atau 

indikator 

sasaran BAB III 

Renja OPD 

Diisi target kinerja 

capaian hasil 

dalam DPA atau 

target sasasran 

Renstra Bab IV. 

Atau Bab III 

target sasaran 

Renja OPD 

 

Dari table di atas nampak bahwa perjanjian kinerja eselon 

II tidak semata mata mengambil informasi dari DPA, karena 

dalam DPA tidak tersedia informasi assaran dan indikator hasil 

belum tentu sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen 

perencanaan pembanguanan. Hal tersebut menunjukkan kiner-

ja eselon II tidak selalu linier dengan anggaran yang disedia-

kan. Oleh karena itu diberikan opsi informais kimerja yang pali-

ng relevan dengan organisasi atau merupakan indikator kunci 

saja yang digunakan. 

 

4. Kepala Daerah 

Kepala Daerah diberi mandat menjalankan fungsi 

desentraliasi. Berdasarkan format perjanjian kinerja SAKIP, 

maka Kepala daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian 

sasaran Pemerintah Daerah dan indikator sasaran. Perjanjian 

kinerja Kepala Daerah diperjanjikan dengan atasannya yang 
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direpresentasikan jika Bupati/ Walikota kepada Gubernur, 

sementara Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Format 

perjanjian kinerja adalah: 

 

Tabel 14. Perjanjian Kinerja Kepala Daerah 

No 
Sasaran 

RPJMD/RKPD 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

 Diisi nama sasaran 

pada Bab V RPJMD 

atau Bab IV RKPD 

Diisi tolok ukur 

kinerja pada Bab V 

RPJMD atau Bab 

IV RKPD 

Diisi target kinerja 

target sasasran pada 

Bab V RPJMD atau 

Bab IV RKPD 

 

Dari tabel di atas nampak bahwa informasi perjanjian 

kinerja Kepala Daerah tidak ada sama sekali dalam DPA, kare-

na dalam DPA tidak tersedia informasi sasaran dan indikator 

sasaran RPJMD. Dapat disimpulkan kinerja Kepala Daerah me-

rupakan dampak dari keseluruhan alokasi APBD yang memiliki 

banyak faktor yang mempengaruhi dan sulit untu dapat diken-

dalikan. 

Dokumen penganggaran merupakan proses akhir dari im-

plementasi SAKIP dalam perencanaan kinerja, proses peruba-

han dokumen perencanaan menjadi dokumen penganggaran 

harus dimaknai sebagai proses yang wajib dilalui sehingga 

dimungkinkan terjadi perubahan yang bukan selalu dianggap 

sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pe-

merintahan. Proses penyusunan dokumen penganggaran meli-

batkan berbagai pemangku kepentingan dan di luar kendali 

penyelenggaran pemerintahan, di antaranya adalah proses 

politik di DPRD, perubahan lingkungan yang berkembang di 

masyarakat dan proses evaluasi yang dilakukan entitas peme-

rintahan yang lebih tinggi. Dokumen penganggaran juga wajib 

dimaknai sebagai dokumen akhir yang paling sah untuk dijadi-

kan sebagai alat pengawasan dan otorisasi melaksanakan ber-

bagai aktivitas dan program pemerintah yang berujung pada 

hasil yang diharapkan pada dokumen perencanaan pembangu-

nan. 
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BAB V 
 SISTEM PENGUMPULAN DATA, 

PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA 

 

 

A. Sistem Pengumpulan Data Kinerja  

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas 

serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kiner-

ja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan pera-

ngkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang diguna-

kan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanis-

me perhitungan dan media yang digunakan.  

Sistem pengumpulan data kinerja berhubungan dengan 

data kinerja apa yang akan dikumpulkan. Indikator masukan mi-

salnya, merupakan total dana yang dibutuhkan untuk pelaksa-

naan kegiatan, atau merupakan realisasi keuangan dari pener-

bitan SP2D dan SPJ. Sementara indikator kinerja keluaran, ha-

sil, program dan sasaran, didasarkan pada skema pertanggu-

ngjawaban setiap indikator kinerja yang berasal dari DPA pada 

setiap jabatan di Perangkat daerah adalah sebagai berikut: 

1. Eselon IV bertanggungjawab terhadap kegiatan yang ter-

cantum dalam DPA. Indikator kinerja yang wajib dikum-

pulkan datanya adalah indikator keluaran.  

2. Eselon III bertanggungjawab terhadap program yang me-

liputi kegiatan kegiatan yang tercantum dalam DPA. Indi-

kator kinerja yang wajib dikumpulkan adalah indikator 

manfaat untuk kegiatan kegiatan yang dikleompokkan 

dalam satu program. 

3. Eselon II bertangungjawab terhadap indikator sasaran 

Renstra Perangkat daerah yang merupakan indikator hasil 

dari pencapaian program-program perangkat daerah dan 

merupakan bagian dari pelaksanaan urusan kewengan 

yang diberikan kepada peragkat daera. 

4. Adapun Kepala daerah bertanggungjawab terhadap sasa-

ran-sasaran RPJMD yang merupakan hasil dari pelaksa-
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naan seluruh kewenangan wajib dan pilihan tidak ada 

dalam DPA. 

 

Konstruksi hirarki indikator menjadi penting untuk diurai-

kan secara sistemik, dengan menggabungkannya pada elemen-

elemen dokumen perencanaan dalam hirarki indikatoryaitu 

kegiatan merupakan komponen program, yang digunakan se-

bagai alat untuk mengeksekusi anggaran dalam pencapaian 

sasaran. Sasaran merupakan hasil yang diharapakn pada ting-

katan organisasi maupun pada tingkatan pemerintah daerah.  

 

 
Gambar 12. Hirarki Indikator Kinerja 

 

Sistem pengumpulan data kinerja dibangun berdasarkan 

struktur dan jenis data yang akan menjadi obyek pengumpulan. 
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Dalam SAKIP tidak membedakan alat ukur kinerja antar upaya 

dan hasil. Ukuran upaya digambarkan dari capaian kegiatan 

dan program, sementara ukuran hasil digambarkan dari capai-

an sasaran. Namun demikian keduanya telah diamantkan dalam 

peraturan perundang undangan sehingga pembagian sistem 

pengumpulan data kinerja didasarkan jenis indikator sesuai 

hirarki indikator kinerja di atas.  

 

B. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Kegiatan 

Sistem pengumpulan data kinerja kegiatan merupakan 

wujud proses bisnis pada masing-masing perangkat daerah. 

Setiap kegiatan yang tercantum dalam DPA digambarkan dalam 

bentuk bagan alir yang memberikan penjelasan core competen-

ce organisasi. Sistem Pengumpulan data Kinerja Kegiatan 

memberikan gambaran alur kerja setiap PPTK dalam menjalan-

kan tugasnya yang menghasilkan informasi kinerja keluaran 

yang dikehendaki. 

1. Berdasarkan jenis barang dan jasa yang dihasilkan, indi-

kator keluaran dibagi dalam dua jenis yaitu: 

1.1. Jumlah pelayanan yang direncanakan: 

1.1.1. Jumlah orang yang diimunisasi atau divaksi-

nasi; 

1.1.2. Jumlah permohonan yang diproses; 

1.1.3. Jumlah pelatihan/peserta pelatihan. 

1.2. Jumlah barang yang dibeli/dihasilkan: 

1.2.1. Jumlah gedung /jembatan yg dibangun; 

1.2.2. Jumlah meter panjang jalan yang dibangun/ 

direhabilitasi. 

 

2. Berdasarkan manfaat yang digunakan Ada 2 jenis kelua-

ran yang dihasilkan oleh kegiatan. 

 

2.1. Indikator Keluaran dari Hasil Kegiatan Utama 

Kegiatan utama dari perangkat daerah merupakan tugas 

utama organiasi dalam mengemban urusan kewenagan akan 

menhasilkan keluaran yang dimanfaatkan publik. Misalnya Sek-
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si Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang kegiatan utamanya adalah menja-

lankan Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jemba-

tan akan menghasilkan keluaran jalan atau jembatan yang 

dimanfaatkan publik. Keseluruhan rangkaian alur kerja yang 

saling berhubungan pelaksanaan pembangunan jalan dan jem-

batan digambarkan dalam peta proses bisnis. Dimulai dari pe-

rencanaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan diiden-

tifikasi dalam pelaksnaan pembangunan jalan dan jembatan 

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis 

level berikutnya yaitu penggunaan, pemanfaatan dan pemeliha-

raannya sehingga akan memperoleh rangkaian aktivitas yang 

logis. Dalam penyusunan alur kegiatan pembangunan jalan 

akan mengahsilkan data informasi berupa dokumen kinerja 

yang menyatakan capaian keluaran yang dihasilkan dari kegia-

tan berupa panjang jalan yang dibangun, dibuktikan dari lapo-

ran progress fisik dan BAST konstruksi dari penyedia kepada 

Pejabat Pembuat Komitmen. 

 

 
Gambar 13. Contoh Pengumpulan Data Kinerja  

Pembangunan Jalan 
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Dari Bagan alir Sistem pengumpulan data kinerja kegia-

tan pembangunan jalan tersebut tergambar output akhir adalah 

panjang jalan yang dibangun berdasarkan data kinerja Laporan 

proyek dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK 

kepada PA. 

 

2.2. Indikator Keluaran dari hasil kegiatan pendukung atau 

proses manajemen 

Kegiatan pendukung dari perangkat daerah yang menun-

jang tugas utama organisasi akan menghasilkan keluaran yang 

dimanfaatkan secara internal. Misalnya kegiatan kebersihan 

Kantor yang dilakukan oleh Subag Umum, yang memiliki tugas 

memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah 

tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang 

inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, 

serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan dinas; 

Keluaran kebersihan kantor tersebut berupa rata-rata luas area 

yang dibersihkan setiap harinya. Keseluruhan rangkaian alur 

kerja yang saling berhubungan pelaksnaan kegiatan kebersihan 

digambarkan dalam peta proses bisnis. Dimulai dari perencana-

an yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan diidentifikasi 

dalam pelaksnaan kebersihan kemudian dijabarkan lebih lanjut 

ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yaitu monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan kebersihan kantor penggunaan, pe-

manfaatan dan pemeliharaannya sehingga akan memperoleh 

rangkaian aktivitas yang logis. Dalam penyusunan alur kegiatan 

kebersihan kantor akan mengahsilkan data informasi berupa 

dokumen kinerja yang menyatakan capaian keluaran yang di-

hasilkan dari kegiatan berupa rata-rata luas area yang dibersih-

kan setiap hari, dibuktikan dari laporan progress fisik pelaksa-

naan kebersihan dan BAST jasa dari penyedia kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen. 
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Gambar 14. Contoh Pengumpulan Data Kinerja Kegiatan 

Kebersihan Kantor 

 

Dari Bagan alir pengumpulan data kinerja kegiatan pem-

bangunan jalan tersebut tergambar output akhir adalah Luas 

Area yang dibersihkan perhari berdasarkan data kinerja Lapo-

ran Harian Kebersihan kantor proyek dan Berita Acara Serah 

Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada PA. 

 

C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Sasaran dan Program 

Pengumpulan Data Kinerja Sasaran dan indikator Pro-

gram merupakan pengumpulan indikator hasil, manfaat. atau 

dampak. Indikator kinerja ini menggambarkan hasil, manfaat 

dan dampak, yang diperoleh dari indikator keluaran. Perbeda-

annya terletak pada capaian antara yang diharapkan akan me-

ngarah pada akhir yang diharapkan seperti misalnya waktu 

tanggap pelayanan, yang merupakan pertimbangan bagi kon-

sumen dalam melakukan panggilan yang akan berakibat pada 

tingkat keberhasilan melakukan panggilan. Jenis Indikator Pro-

gram dan Sasaran bisa bersifat positif maupun negatif: 

1. Indikator Kinerja Positif, semakin tinggi capaian semakin 

baik 

1.1. Rasio Panjang Jalan perseribu jumlah penduduk 
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1.1.1. % Kenaikan Lapangan kerja; 

1.1.2. Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. 

2. Indikator Kinerja Negatif, semakin tinggi capaian semakin 

buruk 

2.1. Tingkat Penyakit TBC 

2.1.1. Tingkat Kriminalitas; 

2.1.2. Tingkat Kecelakaan lalulintas. 

3. Profil Indikator Kinerja 

Pada umumnya indikator Program dan sasaran dalam 

bentuk rumus perhitungan sehingga diperlukan Sistem Pe-

ngumpulan Data Kinerja yang diifinisikan secara jelas. Pende-

finisian indikator tersebut memerlukan. Profil indikator atau seri-

ng disebut sebagai KPI’S Property dapat memudahkan dan 

menyelaraskan pengertian bagi pengguna. Profil indikator ki-

nerja mengurai karakteristik indikator, yang memuat apa yang 

diukur, bagaimana mengukurnya, siapa yang bertanggungja-

wab, siapa yang mengukur dan data apa yang digunakan.  

 

Tabel 15. Contoh Profil Indikator Kinerja Program 

Nama Program : Program Peningkatan Kapasitas 

Jalan dan jembatan  

Pernanggung 

Jawab Program 

: Kepala Bidang Bina Marga 

Indikator Program 1 Rasio Panjang Jalan Per seribu 

Penduduk 

2 % Panjang Jalan Berkualifikasi Baik 

Tujuan 

Pengukuram 

1 Menilai ketersediaan jalan sesuai 

dengan besaran jumlah penduduk 

hasil dari kegiatan pembangunan 

2 Menilai kualifikasi jalan hasil dari 

kegiatan pemeliharaan 

Rumus Indikator 1 Panjang Jalan yg dibangun {km) 

Jumlah penduduk per seribu 

2 Panjang Jalan 

berkualifikasi baik 
 

X 

 

100% 

Jumlah Panjang 
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jalan 

Sumber Data : BAST pembangunan dan pemeliha-

raan jalan 

 : Kartu Inventaris Barang 

 : Buku Satatistik: Jumlah penduduk 

Periode 

Pengukuran 

: Tahunan 

Petugas Pengukur 1 Seksi Pembangunan Jalan dan jem-

batan 

 2 Seksi Pemeliharaan Jalan dan jem-

batan 

 

D. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah 

suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan 

sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi 

atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan 

barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik bara-

ng dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai sebera-

pa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan 

dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam 

mencapai tujuan (Robertson, 2002 ) 

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen 

kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin ada-

nya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan 

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome 

yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwu-

judnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilaku-

kan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) 

terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini 

dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran 

dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup 

menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. 
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1. Cara Pengukuran Kinerja: 

1.1. Membandingkan Target yang ditetapkan dalam per-

janjian kinerja dengan Realisasinya; 

1.2. Membandingkan Realiasasi Kinerja tahun ini dengan 

realisasi tahun lalu; 

1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 

Standar Nasional; 

1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 

organisasi daerah lain yang sejenis. 

2. Rumus Pengukuran kinerja 

2.2. Apabila Indikator Kinerja bersifat positif, yaitu makin 

tinggi makin baik maka rumus yang digunakan: 

 

Capaian Kinerja = 
Realisasi 

X 100% 
Rencana 

 

2.3. Apabila Indikator Kinerja bersifat negative, yaitu ma-

kin tinggi makin buruk maka rumus yang digunakan 

 

Capaian Kinerja = 

Rencana-

(Realisasi-

Rencana) 
X 100% 

Rencana 

 

E. Pelaporan Kinerja 

 

1. Pengertian 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pe-

laksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap 

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting 

yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pe-

ngukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Laporan kinerja yang baik didukung dengan pengukuran kinerja 

yang bersumber dari sistem pengumpulan data kinerja sehing-
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ga meningkatkan karakteristik kualitatif informasi yaotu informa-

si kinerja cukup, handal dan memadai.  

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggara-

an Pemerintahan Daerah, Laporan kinerja pemerintah daerah 

meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD. Perbedaan dari ketiga lapo-

ran tersebut tereletak pada subyek penyampaian laporan. LPPD 

disampaikan kepada pemerintah pusat, LKPJ disampaikan 

kepada DPRD dan RLPPD disampaikan kepada masyarakat 

umum. Sumber data diperoleh dari sumber data yang sama, 

dan prosesnya juga relatif sama, sehingga secara substanstif 

tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Di lain pihak laporan 

tersebut merupakan konsolidasi dari berbagi laporan kinerja unit 

kerja yang melakukan program dan kegiatan yang dinai dari 

belanja Negara. Beberapa substansi yang menjelakan isi lapo-

ran dari ketiga jenis laporan menurut ketentuan tersebut ada-

lah: 

a) LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Peme-

rintahDaerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat 

capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) ta-

hun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah 

Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

b) Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan 

Perwakilan Ralryat Daerah yang merupakan laporan yang 

memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang di-

laksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) 

tahun anggaran. 

c) Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah 

juga wajib menyampaikan dan memublikasikan RLPPD 

kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penye-

lenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun 

anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabi-

litas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tang-
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gapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan 

masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dae-

rah. 

 

Secara umum isi laporan kinerja disusun oleh setiap ting-

katan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menya-

jikan informasi tentang:  

a) Uraian singkat organisasi;  

b) Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;  

c) Pengukuran kinerja;  

d) Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strate-

gis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang 

seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas 

efisiensi penggunaan sumber daya. 

 

Berdasarakan isi laporan kinerja, dapat diuraikan rencana 

dan realisasi kinerja, ruang lingkup laporan kinerja dan sumber 

data yang digunakan sebagai berikut: 

 

Tabel 16. Isi dan Ruang Lingkup Laporan Kinerja 

No 
Isi Laporan 

Kinerja 

Ruang Lingkup Laporan Kinerja 

Capaian 

Kinerja 

Kegiatan 

Capaian 

Kinerja 

Program 

Capaian 

Kinerja 

Sasaran 

Perangkat 

Daerah 

Capaian 

Kinerja 

Sasaran 

Pemda 

1 Rencana dan 

Target Kinerja 

yang 

ditetapkan  

Perjanjian 

Kinerja 

Eselon IV 

Perjanjian 

Kinerja 

Eselon III 

Perjanjian 

Kinerja 

Pimpnan 

Perangkat 

Daerah 

Perjanjian 

Kinerja 

Kepala 

Daerah 

Sumber Data DPA DPA  DPA, Renja 

dan Renstra 

RKPD dan 

RPJMD 

 

2 

Pengukuran 

Realisasi 

Kinerja 

Tolok ukur 

capaian 

Keluaran 

Tolok ukur 

capaian 

program 

Tolok Ukur 

capaian 

sasaran 

Renstra dan 

Renja 

 

Tolok Ukur 

sasaran 

RKPD dan 

RPJMD 
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No 
Isi Laporan 

Kinerja 

Ruang Lingkup Laporan Kinerja 

Capaian 

Kinerja 

Kegiatan 

Capaian 

Kinerja 

Program 

Capaian 

Kinerja 

Sasaran 

Perangkat 

Daerah 

Capaian 

Kinerja 

Sasaran 

Pemda 

Sumber Data SPJ  Sistem 

informasi 

kinerja 

OPD 

BPS/IkK BPS/IKU 

5 Jenis Laporan 

Kinerja 

LAKIP Perangkat Daerah  

LPPD, LKPJ,RLPPD 

 

Dari table tersebut di atas Ruang Lingkup LPPD, LKPJ dan 

RLPPD meliptui seluruh rencana dan realisasi capaian kinerja 

pada setiap tingkatan jabatan, sementara untuk LAKIP Perang-

kat daerah hanya sampai dengan pimpinan perangkat daerah. 

 

2. Tata Cara Pelaporan Kinerja  

Kepala perangkat daerah menyampaiakn laporan kinerja 

berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati, kepada 

Kepala Daerah paling lambat 2 bualan setelah tahun anggaran 

berakhir. Kepala Daearh menyampaikan Laporan KInerja kepa-

da Gubernur/Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pem-

bangunan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Ne-

gara dan Reformasi Birokrasi, paling lambat 3 bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 

Proses pelaporan kinerja yang terpenting adalah melibat-

kan seluruh jajaran anggota organisasi. Pelaporan Kinerja bu-

kan hanya sematamata tanggungjawab Bagian Penyusunan 

Rencana dan Program Perangkat daerah. Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan dan para pejabat eselon III dan II turut aktif 

dalam pemberian kontribusi penyusunan Laporan Kinerja. 
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2.1. Prosedur Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 

 

 
Gambar 15. Prosedur Pelaporan Kinerja Perangakat Daerah 

 

2.1.1. Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) meme-

gang peranan penting dalam mempersiapkan kegia-

tan di perangkat Daerah membuat standar operating 

prosedur setiap kegiatan dalam pelaksanaan DPA 

untuk disusulkan dilaksanakan kepada KPA/PA. 

2.1.2. Usulan Kegiatan yang telah disetujui KPA/PA dilaksa-

nakan sesuai SOP yang disepakati bersama. Hasil 

dari pelaksanaan kegiatan diusulkan sebagai dasar 

pertimbangan pembayaran, untuk pengajuan SPP, 

SPM dan SP2D. 

2.1.3. Realisasi Keluaran dilaporakan oleh PPTK kepada 

PA/KPA bersamaan dengan pelaporan keuangan 

oleh PPTK. 

2.1.4. Atas dasar Realisasi keluaran eselon III/KPA melaku-

kan pengukuran kinerja program. 

2.1.5. Atas dasar realisasi indikator program PA mempersi-

apkan pengumpulan data kinerja pencapaian sasarn 
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kinerja organisasi dan mengukur kinerja sasaran se-

suai kebutuhan. 

2.1.6. Seluruh data kinerja disampaikan kepada bagian pe-

rencanaan dan penyusuanan program untuk bahan 

penyusunan Laporan KInerja. 

 

2.2. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat 

Daerah 

Sesuain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pela-

poran Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, sistematika penyusunan Laporan Kinerja 

adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 17. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

BAB SISTEMATIKA KETERANGAN 

I PENDAHULUAN Pada Bab ini dijelaskan penjela-

san umum organisasi dengan 

penekanan pada aspek strate-

gis, serta pemasalahan utama 

atau isu strategis yang sedang 

dihadapi organisasi. 

II PERENCANAAN 

KINERJA 

Pada bab ini disampaiakan per-

janjian kinerja tahun berkenaan 

untuk seluruh tingkatan jabatan. 

III AKUNTABILITAS 

KINERJA 

 

A CAPAIAN KINERJA 

ORGANISASI 

Bersiikan capaian kinerja dari 

target perjanjian kinerja pimpi-

nan perangkat daerah, yang di-

analisis dengan capaian kinerja 

program dan kegiatan, Pengu-

kuran kinerja dilakukan dengan: 
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BAB SISTEMATIKA KETERANGAN 

1. Membandingkan target de-

ngan realisasi; 

2. Membandingkan realisasi ta-

hun ini dengan tahun lalu; 

3. Membandingkan realisasi 

dengan target jangka panja-

ng; 

4. Membandingkan dengan 

standar nasional; 

5. Analisa penyebab dan dam-

pak; 

6. Analisis efesiensi biaya. 

B REALISASI 

ANGGARAN 

Diuraikan Realisasi anggaran 

organisasi. 

IV PENUTUP Diuraikan kesimpulan umum 

dan langkanh langkah perbaikan 

yang diperlukan. 
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BAB VI 
EVALUASI SAKIP 

 

 

A. Pengertian Reviu, Evaluasi dan Audit Kinerja 

Bentuk pengawasan terhadap kinerja adalah berupa reviu, 

evaluasi atau audit kinerja. Reviu lebih menekankan prosedur 

analitik sederhana dan tidak perlu melakukan pembuktian, Re-

viu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan 

bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang 

andal, akurat dan berkualitas Reviu terhadap Lapoarn Kinerja 

dilakukan oleh Aparat Fumhsional Auditor internal sebelum 

Laporan Kinerja perengkat Daerah disampaikan kepada Kapela 

Daerah. Riviu ini diperlukan untuk memastikan seluruh kriterian 

penerapan SAKIP telah dituangkan dala Laporan Kinerja. 

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas anali-

sa yang sistematis, pemberian nilai, atribut apresiasi dan pe-

ngenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah 

yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan 

kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi dilakukan oleh 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi atas implementasi SAKIP Kementrian/Lembaga Pe-

merintah Provinsi/ kabupataen/Kota dewngan dibantu Inspekto-

rat Pemerintah provinsi dengan supervise dari TIM bersama 

yang terdiri dari Kementrian PAN RB dan Kementrian Dalam 

Negerimelaksanakan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, Ke-

mentrian PAN RB dapat dibantu Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembanguann (BPKP). 

Audit kinerja adalah pemeriksaan kinerja untuk menda-

patkan penilaian terhadap efektivitas dan efesiensi serta aspek 

ekonomi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap penca-

paian tujuan organisasi. Audit kinerja selalu disertai dengan 

pengambilan sampel bukti untuk memeroleh keyakinan yang 

memadai terhadap sebuah kesimpulan oleh auditor. Audit 

kinerja dilakukan oleh auditor eksternal yaitu BPK RI sesuai 

ketentunan Undang undang 
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B. Evaluasi SAKIP dari Berbagai Perspektif 

Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi 

atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Hasil 

digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan pening-

katan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik 

di instansinya secara berkelanjutan. (Pelaksanaan evaluasi 

dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing. 

SAKIP dimaknai sebagai sistem manajemen kinerja yang 

telah diuraikan diatas dapat diintegrasikan dalam sistem penye-

lenggaraan pemerintahan. Atas dasar pemaknaan tersebut seti-

daknya ada 3 ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah no 13 tahu 

2019, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 

12 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

tahun 2017, yang mengatur evaluasi SAKIP. 

 

1. Evaluasi SAKIP menurut Perspektif PP No 13 tahun 2019  

Evaluasi SAKIP menurut ketentuan ini lebih menekankan 

pada evaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah 

dtetapkan oleh pemerintah pusat, Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah 

evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Peme-

rintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 

dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, meliputi evaluasi: 

1.1. evaluasi kinerja makro; dengan menilai: capaian kinerja 

masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan peruba-

han capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro 

LPPD; 

1.2. evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah adalah menilai capaian kinerja penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator 

kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 
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2. Evaluasi SAKIP menurut perspektif Permendagri no 86 

tahun 2017 

Evaluasi SAKIP menurut ketentuan ini lebih menekankan 

evaluasi implementasi Perencanaan Pembangunan jangka 

panjang, menengah dan tahunan. Evaluasi SAKIP dikaitkan 

dengan pelaksanan perencanaan pembangunan daerah yang 

meliputi: 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJPD 

Telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pemba-

ngunan daerah mencakup: 

2.1.1. realisasi kinerja indikator sasaran pokok yang men-

capai maupun tidak mencapai target yang direnca-

nakan; 

2.1.2. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi-

nya atau terlampauinya target kinerja; 

2.1.3. kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ter-

sebut dalam RPJMD/RPJPD periode berikutnya; dan 

2.1.4. implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran 

pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJMD/ 

RPJPD periode berikutnya 

 

2.2. Evaluasi Pelaksnaan RPJMD 

Telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pemba-

ngunan daerah mencakup: 

2.2.1. realisasi program yang mencapai maupun tidak 

mencapai target yang direncanakan; 

2.2.2. realisasi program yang melebihi target kinerja hasil 

atau keluaran yang direncanakan; 

2.2.3. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi-

nya atau terlampauinya target kinerja program; 

2.2.4. kebijakan atau tindakan perencanaan dan pengang-

garan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut; dan 
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2.2.5. implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran 

pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJMD pe-

riode berikutnya. 

 

2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD 

Terdapat tiga (3) hal utama dalam melakukan evalua-

si terhadap hasil pelaksanaan RKPD yaitu: 1) Evaluasi 

kinerja RKPD tahun lalu; 2) Review capaian kinerja RPJ-

MD; dan 3) Evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai 

tahun berjalan. 

 

2.3.1. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu 

Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun 

sebelumnya merupakan tahapan dalam penyusu-

nan rancangan awal dengan memperhatikan capai-

an kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD 

tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu 

antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program 

dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum 

terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan 

lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. 

2.3.2. Review Capaian Kinerja RPJMD 

Kegiatan review capaian prioritas dan target 

program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah 

kebijakan serta prioritas dan target kinerja program 

di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pen-

capaian target kinerja sampai dengan tahun berja-

lan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masu-

kan dalam merumuskan permasalahan pembangu-

nan dan perumusan prioritas dan sasaran pemba-

ngunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar 

target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD 

dapat tercapai. 
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2.3.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berja-

lan 

Kegiatan review ini menggunakan dokumen 

hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber 

dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Dae-

rah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi 

tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksana-

an RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya 

pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga da-

pat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terha-

dap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan 

arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pe-

merintahan apa saja yang perlu dipacu perkemba-

ngannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya. 

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan 

yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/ 

urusan pilihan pemerintahan daerah. Telaahan hasil 

evaluasi mencakup: 

2.3.3.1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak 

memenuhi target kinerja hasil atau kelua-

ran yang direncanakan.  

2.3.3.2. Realisasi program atau kegiatan yang telah 

memenuhi target kinerja hasil atau kelua-

ran yang direncanakan. 

2.3.3.3. Realisasi program atau kegiatan yang me-

lebihi target kinerja hasil atau keluaran 

yang direncanakan. 

2.3.3.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, 

terpenuhinya atau melebihi target kinerja 

program atau kegiatan. 

2.3.3.5. Implikasi yang timbul terhadap target ca-

paian program RPJMD dan kinerja pemba-

ngunan daerah. 
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3. Evaluasi SAKIP menurut Perspektif Permenpan Nomor 

12 tahun 2015 

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi 

SAKIP mencakup:  

3.1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di da-

lamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;  

3.2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi 

kinerja;  

3.3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan  

3.4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/ unit kerja yang ber-

sangkutan. Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, ter-

lebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak 

pengguna informasi hasil evaluasi.  

3.5. Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat 

diakses antara lain mencakup: 

3.5.1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/per-

kembangan (progres);  

3.5.2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap ber-

ada dalam alurnya; dan  

3.5.3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi. 
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